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ABSTRAK 
 
ANDI FILDAH RAMADANI, B 121 12 153, Analisis Hukum Administrasi 
Negara Terhadap Pelaksanaan Tugas Dinas Pendidikan Pemuda dan 
Olahraga Di Kabupaten Soppeng. (Dibimbing oleh A. Pangerang 
Moenta selaku Pembimbing I dan Zulkifli Aspan selaku Pembimbing 
II). 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tugas 
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Soppeng di bidang 
pendidikan dasar. Dan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-
faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas Dinas Pendidikan, Pemuda 
dan Olahraga Kab. Soppeng di bidang pendidikan dasar. 
Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan teknik 
pengumpulan data yaitu penelitian lapangan dan kepustakaan. Data 
dilengkapi dengan data primer dari hasil wawancara di lapangan, dan data 
sekunder dari referensi-referensi, seperti peraturan perundang-undangan 
yang berlaku, dengan metode analisis kualitatif secara deskriptif. 
Penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan 
Olahraga Kab. Soppeng. 
Adapun hasil penelitian menunjukkan: Pertama, pelaksanaan tugas Dinas 
Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Soppeng di bidang pendidikan 
dasar berdasar pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan 
dengan pendidikan dasar serta Peraturan Daerah Kab. Soppeng No. 3 
Tahun 2008 dan Peraturan Bupati Soppeng No. 13 Tahun 2008. Dalam 
melaksanakan tugasnya di bidang pendidikan dasar, Dinas Pendidikan, 
Pemuda dan Olahraga Kab. Soppeng membuat Rencana Strategis Dinas 
yang berisi tentang permasalahan pembangunan pendidikan di Kab. 
Soppeng, isu-isu strategis, program kerja dan kegiatan yang akan 
dilaksanakan beserta sasaran dan indikator kinerja pelayanan pendidikan. 
Adapun program-program dan kegiatan-kegiatan di bidang pendidikan 
dasar yang telah dilaksanakan seperti rehabilitasi sekolah-sekolah, 
sosialisasi wajib belajar sembilan tahun, dan lain-lain. Kedua, Faktor-
faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas Dinas Pendidikan, Pemuda 
dan Olahraga Kabupaten Soppeng di bidang pendidikan dasar terbagi 
atas faktor pendukung dan faktor penghambat. Adapun faktor 
pendukungnya adalah kebijakan dan koordinasi.sedangkan faktor 
penghambatnya antara lain adalah sumber daya manusia, sarana dan 
prasarana, faktor anggaran, dan faktor kesadaran masyarakat. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah-Daerah 
Provinsi dan Daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota yang 
masing-masing mempunyai Pemerintahan Daerah untuk mengatur dan 
mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas 
pembantuan. Dalam menyelenggarakan pemerintahan, pemerintah pusat 
menggunakan asas desentralisasi, tugas pembantuan, serta 
dekonsentrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan 
menggunakan asas desentralisasi dan tugas pembantuan.1 
Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip 
otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan 
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 
DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945.2 
Pemberian otonomi kepada daerah merupakan penjabaran dari 
Pasal 18 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang kemudian 
diimplementasikan ke dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang 
                                                             
1Rozali Abdullah, Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah SecaraLangsung, 
Raja Grafindo, Jakarta, 2005, hal 27. 
2 Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 
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Pemerintahan Daerah. Nilai dasar yang terkandung dalam Undang-
Undang No. 23 Tahun 2014 adalah dalam Pasal 9 mengenai klasifikasi 
urusan pemerintahan. 
Dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pemerintah daerah 
denganasas otonomi bukan berarti kebebasan seluas - luasnya untuk 
mengatur daerahnya sendiri, kebebasan itu diartikan sebagai kebebasan 
yang bertanggung jawab mengingat pusat berperan sebagai pemegang 
mekanisme kontrol atas implementasi otonomi daerah tersebut agar 
norma-norma yang terkandung dalam otonomi tidak berlawanan dengan 
kebijakan yang digariskan oleh pemerintah pusat. Terlebih lagi pada 
konsep otonomi daerah yang dianut Indonesia adalah negara kesatuan.3 
Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah berasal dari 
kekuasaan pemerintahan yang ada ditangan Presiden.Konsekuensi dari 
negara kesatuan adalah tanggung jawab akhir pemerintahan ada ditangan 
Presiden. Agar pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke 
Daerah berjalan sesuai dengan kebijakan nasional maka Presiden 
berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap 
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.4 
Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh 
kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk 
melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan 
                                                             
3Wasisto Raharjo Jati, Inkonsistensi Paradigma Otonomi Daerah di Indonesia, Jurnal 
Konstitusi.2012: Hlm 746 
4Penjelasan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 
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masyarakat.5 Adapun klasifikasi pembagian Urusan Pemerintahan 
berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah, terdiri atas:  
1. Urusan Pemerintahan Absolut; 
2. Urusan Pemerintahan Konkuren; dan  
3. Urusan Pemerintahan Umum. 
Adapun Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah 
adalah Urusan Pemerintahan Konkuren. Urusan Pemerintahan Konkuren 
adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota.6Urusan Pemerintahan Konkuren terdiri atas: 
1. Urusan Pemerintahan Wajib; dan 
2. Urusan Pemerintahan Pilihan. 
Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang 
wajib diselenggarakan oleh semua Daerah. Sedangkan Urusan 
Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib 
diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.  
Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas: (a) Urusan Pemerintahan Wajib 
yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, dan (b) Urusan Pemerintahan 
Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.7 
Kabupaten Soppeng merupakan salah satu Kabupaten yang ada di 
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian dapat 
                                                             
5Pasal  1 ayat (5) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. 
6Pasal 9 ayat (3) Undang- Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. 
7Pasal Pasal 11 ayat (2) Undang- Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan 
Daerah. 
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disimpulkan bahwa Pemerintahan Kabupaten Soppeng merupakan salah 
satu penyelenggara pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah. 
Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 
03 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas 
Daerah  Pemerintah Kabupaten Soppeng, bahwa Organisasi dan Tata 
Kerja Dinas Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng yang terdiri dari:8 
1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga. 
2. Dinas Kesehatan. 
3. Dinas Sosial.  
4. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. 
5. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil,Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi. 
6. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. 
7. Dinas Pekerjaan Umum. 
8. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi.  
9. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan.  
10. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura. 
11. Dinas Peternakan dan Perikanan.  
12. Dinas Kehutanan dan Perkebunan.  
13. Dinas Pendapatan, Pengelolalaan Keuangan dan Aset Daerah 
14. Dinas Kebersihan dan Pertamanan. 
                                                             
8Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng No. 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan 
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng. 
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Dinas pendidikan, Pemuda dan Olahraga merupakan salah satu 
satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) yang bertanggungjawab dalam 
hal pengelolaan dan pembinaan pendidikan, kepemudaan dan olahraga. 
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Soppeng 
mempunyai tugas melaksanakan sebagaian kewenangan urusan 
Pemerintahan Daerah berdasarkan otonomi daerah dan tugas 
pembantuan di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga.9 
Dan untuk menyelenggarakan tugas tersebut di atas, Dinas 
Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Soppeng 
menyelenggrakan fungsi sebagai berikut:10 
1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan, pemuda dan 
olahraga berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang 
berlaku; 
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di 
bidang pendidikan, pemuda dan olahraga; 
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup 
tugas an kewenangannya; 
4. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas; 
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 
Tujuan pembangunan daerah pada dasarnya untuk mewujudkan 
cita negara. Salah satu tujuan cita negara adalah mencerdaskan 
                                                             
9Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng No. 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan 
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng. 
10Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng No. 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan 
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng. 
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kehidupan bangsa dan mewujudkan kesejahteraan rakyat. Untuk 
mewujudkan hal tersebut, penguatan otonomi daerah selalu digaungkan. 
Pembangunan pendidikan bertujuan untuk meningkatkan mutu peserta 
didik, pendidik, tenaga kependidikan dan pelayanan pendidikan dengan 
memberdayakan kemampuan lokal, serta meningkatkan peran serta 
masyarakat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang 
dilandasi keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sejak 
diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional, maka pembangunan bidang pendidikan harus 
mengacu dan mengarah ke konsep-konsep yang telah ditetapkan dalam 
undang-undang tersebut.  
Dalam Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa pendidikan 
nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk 
watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 
mencerdaskan kehidupan bangsa. Berdasarkan fungsi tersebut, 
penyelenggaraan pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi 
manusia Indonesia agar menjadi manusia yang berakhlak mulia, sehat, 
berilmu, cakap, kreatif, mandiri, sehingga mampu menjadi warga negara 
yang demokratis dan bertanggungjawab. 
Namun, pembangunan pendidikan selama ini masih dihadapkan 
pada sejumlah permasalahan, seperti terbatasnya sarana dan prasarana 
pendidikan, masih rendahnya akses penduduk terhadap fasilitas 
pendidikan terutama tingkat pendidikan menengah, tidak meratanya 
sarana dan prasarana pendidikan khususnya pada wilayah-wilayah 
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dengan jumlah peserta didik yang potensial, serta belum optimalnya 
proses belajar mengajar dan tata kelola pendidikan. 
Masalah pendidikan di Kabupaten Soppeng, yakni masih tingginya 
Angka Putus Sekolah pada jenjang pendidikan dasar. Yakni pada tingkat 
SD/sederajat terdapat 25 siswa putus sekolah dan pada tingkat 
SMP/sederajat terdapat 84 siswa yang putus sekolah.11 Tidak hanya itu 
masalah pendidikan lainnya seperti sarana dan prasarana pada jenjang 
pendidikan dasar belum cukup memadai, terdapat sekolah yang 
bangunannya rusak berat/ringan, dan belum memiliki sarana pendukung 
lainnya seperti perpustakaan, laboratorium komputer dan laboratorium 
bahasa. Dan terdapat pula masalah terkait pendidik dan tenaga pendidik 
dalam hal ini guru yang belum memenuhi kualifikasi akademik strata satu 
(S1) atau sederajat.12  
Masalah pendidikan tersebut diatas merupakan tantangan yang 
besar bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng khususnya Dinas 
Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Soppeng dalam 
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam pengelolaan dan 
pembinaan pendidikan, kepemudaan dan olahraga. 
Berdasarkan pemaparan diatas, untuk mengetahui pelaksanaan 
dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaantugas Dinas 
Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Soppeng, maka penulis 
memfokuskan untuk meneliti sebagai salah satu syarat kelulusan untuk 
                                                             
11 Data Pokok Pendidikan Dasar TA 2014-2015 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. 
Soppeng 
12 Rencana Strategis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Soppeng Tahun 2016-2015. 
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memperoleh gelar Sarjana Hukum dengan judul skripsi “Analisis Hukum 
Administrasi Negara Terhadap Pelaksanaan Tugas Dinas Pendidikan 
Pemuda Dan Olahraga Di Kabupaten Soppeng”. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka ada beberapa rumusan 
masalah dalam proposal penelitian ini yaitu: 
1. Bagaimanakah pelaksanaan tugas Dinas Pendidikan, Pemuda dan 
Olahraga Kabupaten Soppeng dalam bidang pendidikan dasar? 
2. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas Dinas 
Pendidikan Pemuda dan Olahraga dalam bidang pendidikan dasar di 
Kabupaten Soppeng? 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah di atas maka  tujuan dari penelitian 
ini adalah sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui pelaksanaan tugas Dinas Pendidikan, Pemuda 
dan Olahraga dalam bidang pendidikan dasar di Kabupaten 
Soppeng. 
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan 
tugas Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dalam bidang 
pendidikan dasar di Kabupaten Soppeng.. 
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D. Kegunaan Penelitian 
Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu : 
1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan/ 
sumbangan pemikiran bagi para pihak yang terlibat di dalam 
pelaksanaan tugas Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga di 
Kabupaten Soppeng. 
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan 
sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum terkhusus dalam bidang 
Hukum Administrasi Negara, terkait mengenai pelaksanaan tugas 
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Tinjauan Tentang Pemerintahan Daerah 
1. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan 
urusanpemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugaspembantuan dengan 
prinsip otonomi seluas-luasnya dalamsistem dan prinsip Negara Kesatuan 
Republik Indonesiasebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 
DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945.13Dimana Gubernur, Bupati, 
atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang 
selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah 
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.14Pemerintah daerah 
yang merupakan sub-sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan 
nasional memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah 
tangganya sendiri. 
Pemerintah daerah identik dengan istilah 
otonomi.Pengertianotonomi pada bidang politik diartikan sebagai hak 
mengatur sendirikepentingannya. Definisi tersebut memberikan pengertian 
bahwaotonomi sendiri berkaitan sebagai bentuk keleluasaan 
untukmengatur masalah internal tanpa diintervensi oleh pihak laindengan 
                                                             
13Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 
14 Pasal 1 ayat (3) dan (4)Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 
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kata lain apabila dikaitkan dengan kata daerah makaotonomi daerah 
sendiri berarti pemerintah daerah memilikikeleluasaan untuk mengatur 
pemerintahannya sendiri dengancaranya sendiri. Melaksanakan urusan 
pemerintah daerah denganasas otonomi bukan berarti kebebasan seluas - 
luasnya untukmengatur daerahnya sendiri, kebebasan itu diartikan 
sebagaikebebasan yang bertanggung jawab mengingat pusat 
berperansebagai pemegang mekanisme kontrol atas implementasi 
otonomidaerah tersebut agar norma-norma yang terkandung dalam 
otonomitidak berlawanan dengan kebijakan yang digariskan 
olehpemerintah pusat.Terlebih lagi pada konsep otonomi daerah 
yangdianut Indonesia adalah negara kesatuan.15 
Ciri – ciri pemerintah daerah menurut Oppenheim antara lain:16 
(1) Adanya lingkungan atau daerah batas yang lebih kecil dari pada 
negara; 
(2) Adanya jumlah penduduk yang mencukupi; 
(3) Adanya kepentingan-kepentingan yang coraknya sukardibedakan; 
(4) Adanya organisasi yang memadai untuk 
menyelenggarakankepentingan-kepentingan tersebut; 
(5) Adanya kemampuan untuk menyediakan biaya yang diperlukan. 
Pada hakikatnya Otonomi Daerah diberikan kepada rakyat sebagai 
satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk 
mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan yang diberikan 
                                                             
15Wasisto Raharjo Jati, Inkonsistensi Paradigma Otonomi Daerah di Indonesia, Jurnal 
Konstitusi.2012: Hlm 746 
16Prabawa Utama, Pemerintahan Di Daerah. Jakarta: Indonesia-Hill-Co. 1991. Hal. 11 
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oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah dan dalam pelaksanaannya 
dilakukan oleh kepala daerah dan DPRD dengan dibantu oleh Perangkat 
Daerah. Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah berasal dari 
kekuasaan pemerintahan yang ada ditangan Presiden.Konsekuensi dari 
negara kesatuan adalah tanggung jawab akhir pemerintahan ada ditangan 
Presiden.Agar pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke 
Daerah berjalan sesuai dengan kebijakan nasional maka Presiden 
berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap 
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.17 
Asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah antara lain 
sebagai berikut:  
a) Asas Desentralisasi  
Menurut Hendry Meddick menjelaskan desentalisasi adalah 
penyerahan kekuasaan secara hukum untuk menangani bidang-bidang/ 
fungsi-fungsi tertentu kepada daerah otonom (Hanif Nurcholis, 
2005:9).18Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh 
pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi 
(Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintah Daerah). 
Mengetahui lebih lanjut mengenai desentralisasi dijelaskan tentang 
cirinya menurut Smith sebagai berikut:19 
                                                             
17Penjelasan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 
18Hanif Nurcholis, 2005, Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah,Grasindo, 
Jakarta. Hlm 9 
19Ibid, Hlm 11. 
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a. Penyerahan wewenang untuk melaksanakan fungsi pemerintahan 
tertentu dari pemerintah pusat kepeda daerah otonom;  
b. Fungsi yang diserahkan dapat dirinci, atau merupakan fungsi yang 
tersisa (residual function);  
c. Penerima wewenang adalah daerah otonom;  
d. Penyerahan wewenang berarti wewenang untuk menetapkan dan 
melaksanakan kebijakan, Wewenang mengatur dan mengurus 
kepentingan yang bersifat lokal;  
e. Wewenang mengatur adalah wewenang untuk menetapkan norma 
hukum yang berlaku umum dan bersifat abstrak;  
f. Wewenang mengurus adalah wewenang untuk menetapkan norma 
hukum yang bersifat individual dan kongkrit;  
g. Keberadaan daerah otonom adalah diluar hirarki pemerintah pusat;  
h. Menunjukkan pola hubungan antara organisasi.  
Tujuan desentralisasi berdasarkan kepentingan pemerintah daerah 
adalah untuk mewujudkan pilitik yang berkualitas (political equality). 
Melalui pelaksanaan desentralisasi diharapkan akan lebih membuka 
kesempatan bagi masyarakat untuk berpartipasi dalam berbagai aktifitas 
politik di tingkat lokal.Memperhatikan penjelasan yang terurai diatas, maka 
desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh 
pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan kekuasaan-
kekuasaan tertentu yang dilakukan berdasarkan pertimbangan, inisiatif, 
hak dan kemandirian daerah itu sendiri. 
 
14 
 
b) Asas Dekonsentrasi  
Menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintah Daerah, menjelaskan bahwa dekonsentrasi adalah 
pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
pemerintah pusat kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, 
kepada instansi vertikal diwilayah tertentu, dan/atau kepada Gubernur dan 
Bupati/Walikota sebagai penenggung jawab urusan pemerintahan umum. 
Menurut Smith dekonsentrasi memiliki ciri-ciri sebagai berikut:20 
a. Pelimpahan wewenang untuk melaksanakan fungsi-fungsi tertentu 
yang dirinci dari pemerintah pusat kepada pejabat pemerintah 
pusat yang ada didaerah;  
b. Penerima wewenang adalah pejabat pusat yang ada didaerah;  
c. Tidak mencakup kewenangan-kewenangan untuk menetapkan 
kebijakan dan wewenang untuk mengatur;  
d. Tidak menciptakan otonomi daerah dan daerah otonom tetapi 
menciptakan wilayah administrasi;  
e. Keberadaan field administration berada dibawah hirarki organisasi 
pemerintah pusat;  
f. Menunjukkan pola hubungan kekuasaan intra organisasi;  
g. Menciptakan keseragaman dalam struktur politik.  
 
 
 
                                                             
20 Ibid, Hlm 13 
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c) Asas Tugas Pembantuan  
Tugas pembantuan merupakan tugas ikut melaksanakan urusan-
urusan pemerintah pusat dan pemerintah lokal yang berhak mengurus 
dan mengatur rumah tangga di tingkat atasnya.Tugas pembantuan dalam 
pemerintah lokal yang bersangkutan wewenangnya mengatur dan 
mengurus terbatas kepada penyelenggaraan saja.Pemerintah pusat yang 
tingkatnya lebih atas untuk meminta bantuan kepada pemerintah daerah 
yang tingkatnya lebih rendah agar menyelenggarakan tugas atau urusan 
rumah tangga daerah yang tingkatnya lebih atas.21 
Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat 
kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan 
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari 
Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk 
melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan 
Daerah provinsi (Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah). 
Penjelasan di atas dapat diartikan bahwa Tugas pembantuan 
adalah pelaksanakan wewenang yang dilakukan atas dasar penugasan 
dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah dengan tujuan utama 
membantu pelaksanaan tugas pemerintah diatasnya. 
 
 
 
                                                             
21 Ibid, hlm 16 
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2. Klasifikasi Urusan Pemerintahan 
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007, Urusan 
pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan 
kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk 
mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi 
kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani,memberdayakan, 
dan menyejahterakan masyarakat. Dan berdasarkan Undang-Undang No. 
23 Tahun 2014, Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan 
pemerintahanyang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya 
dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan 
Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan 
menyejahterakan masyarakat.22 
 Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 
Tentang Pemerintahan Daerah, klasifikasi urusan pemerintahan terdiri 
atas: 
1. Urusan Pemerintahan Absolut. 
Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang 
sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.23 Dalam 
menyelenggarakan urusan pemerintahan absolut Pemerintah Pusat dapat 
melaksanakan sendiri urusan pemerintahan absolut atau dapat 
melimpahkan wewenang kepada instansi vertikal yang ada di daerah atau 
                                                             
22Pasal  1 ayat (5) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. 
23Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. 
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gubernur sebagai wakil pemerintah pusat berdasarkan asas 
dekonsentrasi.24 
Urusan pemerintahan absolut meliputi:25 
a. Politik luar negeri; 
b. Pertahanan; 
c. Keamanan; 
d. Yustisi; 
e. Moneter dan fiskal nasional; dan 
f. Agama. 
2. Urusan Pemerintahan Konkuren. 
Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang 
dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi 
dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Urusan pemerintahan 
konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan 
Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.26 
a. Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan pemerintahan yang 
wajib diselenggarakan oleh semua daerah. Urusan 
pemerintahan wajib terdiri atas: 
1. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan 
Pelayanan Dasar, meliputi:27 
(a) Pendidikan; 
(b) Kesehatan; 
                                                             
24Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. 
25Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. 
26Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. 
27Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. 
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(c) Pekerjaan umum dan penataan ruang; 
(d) Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman; 
(e) Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan 
masyarakat; dan 
(f) Sosial. 
2. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan 
Pelayanan Dasar, meliputi:28 
a. Tenaga kerja; 
b. pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak; 
c. pangan; 
d. pertanahan; 
e. lingkungan hidup; 
f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; 
g. pemberdayaan masyarakat dan Desa; 
h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana; 
i. perhubungan; 
j. komunikasi dan informatika; 
k. koperasi, usaha kecil, dan menengah; 
l. penanaman modal; 
m. kepemudaan dan olah raga; 
n. statistik; 
o. persandian; 
p. kebudayaan; 
                                                             
28Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. 
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q. perpustakaan; dan 
r. kearsipan. 
b. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah urusan pemerintahan yang 
wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang 
dimiliki daerah. Adapun urusan pemerintahan pilihan, meliputi: 
1. Kelautan dan perikanan; 
2. pariwisata; 
3. pertanian; 
4. kehutanan; 
5. energi dan sumber daya mineral; 
6. perdagangan; 
7. perindustrian; dan 
8. ransmigrasi. 
3. Urusan pemerintahan umum. 
Urusan Pemerintahan Umum adalah urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan.29 
B. Tinjauan Tentang Kewenangan 
1. Definisi Kewenangan 
Istilah wewenang atau kewenangan disejajarkan dengan 
“authority” dalam bahasa Inggris dan “bevoegdheid” dalam bahasa 
Belanda. Authority dalam Black`s Law Dictionary diartikan sebagai  Legal 
power; a right to command or to act; the right and power of public officers 
to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public 
                                                             
29Pasal 9 ayat (5) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. 
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duties.30 (kewenangan atau wewenang adalah kekuasaan hukum, hak 
untuk memerintah atau bertindak; hak atau kekuasaan pejabat publik 
untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban 
publik). "Bevoegdheid" dalam istilah Hukum Belanda,  Phillipus M. Hadjon 
memberikan catatan berkaitan dengan penggunaan istilah “wewenang” 
dan “bevoegdheid”. Istilah "bevoegdheid" digunakan dalam konsep hukum  
privat dan hukum publik, sedangkan "wewenang"  selalu  digunakan 
dalam konsep hukum publik.31 Wewenang (authority, 
competence)32adalah  hak dan kekuasaan (untuk menjalankan sesuatu). 
Menurut Philipus M. Hadjon33 wewenang merupakan faktor penting dan 
mendasar dalam hal pembentukan perundang-undangan  termasuk 
peraturan daerah. Sebagai suatu konsep hukum publik, wewenang 
pemerintahan sekurang-kurangnya terdiri atas, 3 (tiga) komponen, yaitu 
pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum. Komponen pengaruh 
bermakna bahwa penggunaan wewenang pemerintahan dimaksudkan 
untuk mengendalikan perilaku subyek hukum. Komponen dasar hukum 
bermakna bahwa wewenang pemerintahan selalu harus dapat ditunjuk 
dasar hukumnya. Sementara komponen konformitas hukum mengandung 
                                                             
30Henry Campbell Black, Black’S Law Dictionary, (West Publishing, l990), hal. 
133.   
31 Philipus M. Hadjon, Tentang Wewenang, Yuridika, No. 5&6 Tahun XII, Sep-
Des, l997,  hal 1. 
32John M. Echols dan Hassan Shadilly, Kamus Indonesia Inggris, (Jakarta: 
Gramedia, 1997), hal 614. 
33Hadjon, P.M., Pengkajian Ilmu Hukum. Pelatihan Metode Penelitian Hukum 
Normatif, Pusat Penelitian Pengembangan Hukum, Lembaga Penelitian Universitas 
Airlangga, bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya 11-12 
Juni 1997,  hal. 3. 
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makna adanya standar wewenang, yaitu standar umum (semua jenis 
wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu). 
2. Sumber-Sumber Kewenangan 
Van Vollenhoven juga menawarkan gagasan tentang Catur 
Praja yang terdiri dari tuursrecht regelaarsrecht, justitierecht, politierecht. 
Kemudian Stellinga menghadirkan konsep Panca Praja yakni 
Administratiefrecht Voor de Wetgeving, Administratiefrecht Voor Het 
Bestuur, Administratief Voor de Politie, Administratiefrecht Voor de 
Rechtspraak danAdministratiefrecht Voor de Bonger. Kewenangan 
daerah khususnya propinsi sebelum adanya UU No. 32 Tahun 2004 
sebagaimana diganti dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 
Tentang Pemerintahan Daerah sudah diatur secara implisit didalam PP 
No. 25 Tahun 2000. Seperti di ketahui bahwa kewenangan dalam PP No. 
25 Tahun 2000 dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) jenis 
kewenangannya yaitu : 
1. Kewenangan kebijakan  
2. Kewenangan melakukan kerjasama 
3. Kewenangan pemberian dukungan 
4. Kewenangan bersifat operasional34 
Kecuali yang berkaitan dengan kewenangan absolut pemerintah 
sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat 1 Undang-undang No. 23 
Tahun 2014, kewenangan lainnya yang dijalankan oleh pemerintah 
pusat menurut PP Tahun 2000 sebagian besar merupakan 
                                                             
34Sadu Wastitiono, Esensi UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan 
Daerah, (Bandung: Algraprint, 1997), hal 17. 
22 
 
kewenangan yang bersifat kebijakan seperti penerapan pedoman, 
penetapan standarisasi, penetapan kriteria dan lain sebagainya. 
Menurut Bagir Manan35, wewenang dalam bahasa hukum tidak 
sama dengan kekuasaan (macht). Kekuasaan hanya menggambarkan 
hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Sedangkan dalam hukum, 
wewenang berarti hak dan kewajiban. Wewenang dalam kaitan dengan 
otonomi daerah merupakan hak yang memiliki pengertian kekuasaan 
untuk mengatur sendiri (zelfregelen) dan mengelolah sendiri 
(zelfbesturen). Sedangkan kewajiban terdiri atas kewajiban vertikal dan 
kewajiban horizontal. Kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan 
untuk menyelengarakan pemerintahan daerah sebagaimana mestinya. 
Kewajiban vertikal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan 
pemerintahan daerah dalam suatu tertib ikatan pemerintahan negara 
secara keseluruhan dan pada negara hukum, adanya wewenang 
pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan yang 
berlaku.Kewenangan expressimplied adalah kewenangan yang jelas 
maksud dan tujuannya tunduk pada batasan hukum baik tertulis maupun 
tidak tertulis sedangkan kewenangan yang bersifat fakultatif adalah 
wewenang yang ditentukan oleh peraturan kapan dalam keadaan 
bagaimana sesuatu wewenang dapat digunakan sedangkan kewenangan 
vrij vestuur adalah kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang 
dengan kelonggaran kepada pejabat menerapkannya sesuai kondisi.   
                                                             
35BagirManan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Cet Keempat, (Yogyakarta: 
Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2001),  hal 74. 
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Secara teoretis, kewenangan yang bersumber dari peraturan 
perundang-undang dapat diperoleh melalui cara yaitu, atribusi, delegasi 
dan mandat. Untuk itu maka penulis akan mencoba menjelaskan satu 
persatu. 
1) Kewenangan Atribusi 
Menurut kamus istilah hukum, atribusi (attributie) mengandung arti 
pembagian (kekuasaan), dalam kata Attributie Van Rechtsmacht, diartikan 
sebagai pembagian kekuasaan kepada berbagai instansi (absolute 
competentie atau kompetensi mutlak), yang merupakan lawan dari 
Distributie Van Rechsmacht. Pada atribusi (pembagian kekuasaan hukum) 
diciptakan suatu wewenang. Atribusi kewenangan terjadi apabila 
pendelegasian kekuasaan itu didasarkan pada amanat suatu konstitusi. 
Atribusi digambarkanya sebagai pemberian kewenangan kepada 
suatu organ lain yang menjalankan kewenangan-kewenangan itu di atas 
nama dan menurut pendapatnya sendiri, tanpa si pemberi itu sendiri 
ditunjuk untuk menjalankan kewenangan-kewenangan itu. Atribusi terjadi, 
pemberian kewenangan dari pihak yang sendiri tidak ditunjuk untuk 
menjalankan kewenangan itu. Atribusi digambarkannya sebagai 
pemberian kewenangan kepada suatu orang lain, yang menjalankan 
kewenangan-kewenangan itu atas nama dan menurut pendapatnya 
sendiri. 
Atribusi merupakan wewenang untuk membuat keputusan yang 
langsung bersumber dari undang-undang dalam arti materil.Pembentukan 
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wewenang dan distribusi wewenang ditetapkan dalam peraturan 
perundang-undang.Tanggung jawab intern dan ekstern pelaksanaan 
wewenang yang didistribusikan sepenuhnya berada pada penerima 
wewenang. Pertanggungjawaban internal diwujudkan dalam bentuk 
laporan pelaksanaan kekuasaan, sedangkan pertanggungjawaban dari 
aspek eksternal adalah pertanggungjawaban terhadap pihak ketiga 
apabila dalam melaksanakan kekuasaan melahirkan derita atau kerugian 
bagi pihak lain. Penerima wewenang bertanggunggugat atas segala akibat 
negatif yang ditimbulkan dalam melaksanakan kekuasaan36. 
Menurut H. D. van Wiljk/ Willem Konijnenning mendefenisikan 
atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat 
undang-undang kepada organ pemerintahan. Berbeda dengan van Wiljk, 
F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menyebutkan bahwa Atribusi berkenan 
dengan penyerahan wewenang baru. Berdasarkan algemene bepalingen 
van administrateif adalah wewenang dikemukanakan bila undang-undang 
menyerakan wewenang tersebut kepada organ tertentu37. 
Berdasarkan keterangan yang disebutkan diatas, tampak bahwa 
wewenang yang diperoleh secara atribusi itu bersifat asli yang berasal dari 
peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, organ pemerintahan 
memperoleh kewenangan secara langsung dari bunyi redaksi pasal-pasal 
tertentu dalam suatu undang-undang. Dalam atribusi, penerima 
wewenang dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas 
                                                             
36 Sadu Wastitiono, Op.cit 
37 Ridwan H.R, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 
2006), hal 108. 
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wewenang yang sudah ada dengan tanggung jawab secara interen dan 
secara ektern pelaksanaan wewenang yang diatribusi sepenuhnya berada 
pada penerima wewenang. 
2) Kewenangan Delegasi 
Kata delegasi atau delegatie mengandung arti penyerahan 
wewenang dari pejabat yang lebih tinggi kepada yang lebih 
rendah.Penyerahan yang demikian dianggap tidak dapat dibenarkan 
selain dengan atau berdasarkan kekuatan hukum.Dengan delegasi, 
adanya penyerahan wewenang dari badan atau pejabat pemerintah yang 
satu kepada badan atau pejabat pemerintah yang lainnya. 
Pada konsep delegasi, tidak ada pencipta wewenang dari pejabat 
satu kepada yang lain, atau dari badan administrasi satu kepada yang 
lainnya.Penyerahan wewenang harus dilakukan dengan bentuk peraturan 
hukum tertentu.Pihak yang menyerahkan wewenang disebut delegans, 
sedangkan pihak yang penerima wewenang disebut delegataris. Setelah 
delegans menyerahkan wewenang kepada delegataris, maka tanggung 
jawab intern dan tanggung jawab ekstern pelaksanaan wewenang, 
sepenuhnya berada pada delegataris38. 
Delegasi selalu dituntut adanya dasar hukum karena bila pemberi 
delegasi ingin menarik kembali wewenang yang telah didelegasikannya, 
maka harus dengan peraturan perundang-undangan yang sama. 
Wewenang yang diperoleh dari delegasi itu dapat pula disubdelegasikan 
kepada subdelegatoris. Untuk subdelegatoris ini berlaku sama dengan 
                                                             
38 Sadu Wastitiono,Op.cit  
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ketentuan delegasi. Wewenang yang diperoleh dari atribusi dan delegasi 
dapat dimandatkan kepada orang atau pegawai-pegawai bawahan 
bilamana organ atau pejabat yang secara resmi memperoleh wewenang 
itu tidak mampu melaksanakan wewenang tersebut. 
Pendelegasian dalam organ Negara berarti perluasan lingkungan 
suatu jabatan dan menyebabkan berdirinya suatu jabatan baru serta suatu 
alat perlengkapan baru. 
Delegasi adalah penyerahan kewenangan oleh organ yang hingga 
saat itu ditunjuk untuk menjalankannya, kepada satu organ lain yang sejak 
saat itu menjalankan kewenangan yang didelegasikan itu atas namanya 
dan menurut pendapatnya sendiri. Pada delegasi, terjadi penyerahan 
kewenangan dari pihak yang sendiri memang telah ditunjuk untuk 
menjalankan kewenangan itu, sedangkan pada atribusi terjadi pemberian 
kewenangan dari pihak yang sendiri tidak (tanpa) ditunjuk untuk 
menjalankan kewenangan itu.Delegasi merupakan penyerahan wewenang 
dari badan atau pejabat pemerintahan yang satu kepada badan atau 
penjabat pemerintahan lainnya. 
Wewenang yang diperoleh dari delegasi badan atau penjabat, 
wewenang yang diperoleh dari delegasi itu dapat pula disubdelegasikan 
kepada subdelegatoris. Untuk subdelegatoris ini berlaku sama dengan 
delegasi. Jadi, wewenang yang diperoleh dari atribusi dan delegasi dapat 
dimandatkan kepada organ-organ atau kepada pegawai-pegawai 
bawahan bilamana organ atau pejabat yang secara resmi memperoleh 
wewenang itu tidak mampu melaksanakan sendiri wewenang tersebut. 
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3) Kewenangan Mandat 
Kata mandat mengandung pengertian perintah (opdracht) yang 
didalam pergaulan hukum, baik pemberian kuasa maupun kuasa penuh 
(volmacht). Mandat mengenai kewenangan penguasaan diartikan dengan 
pemberian kuasa (biasanya bersamaan dengan perintah) oleh alat 
perlengkapan pemerintah yang memberi wewenang ini kepada yang lain, 
yang akan melaksanakannya atas nama tanggung jawab alat pemerintah 
yang pertama tersebut Pada mandat tidak ada penciptaan ataupun 
penyerahan wewenang. Jadi  pokok mandat adalah suatu bentuk 
perwakilan, mandataris berbuat atas nama yang diwakili. Hanya saja pada 
mandat, mandans tetap berwenang untuk menangani sendiri 
wewenangnya bila ia menginginkannya. Pemberi mandat juga dapat 
memberi segala petunjuk kepada mandataris yang dianggap 
perlu.Pemberi mandat bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan 
yang diambil berdasarkan mandat. Sehingga, secara yuridis-formal bahwa 
mandataris pada dasarnya bukan orang lain dari pemberi mandat. Selain 
kepada pegawai bawahan, mandat dapat pula diberikan kepada organ 
atau pegawai bawahan sesuai ketentuan hukum yang mengaturnya, 
mandate dapat dianggap sah menurut hukum jika memenuhi tiga syarat : 
(1) de mandtaris aanvardt het mandaat; (2) de gemendateerde 
bevoegdheid ligt in de sfeer van de normale bevoegdheden van 
demandataris, en; serta (3) debetrokken werttlijke rgling verzet neit tegen 
(deze vorm van) mandatering. 
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Pada perolehan wewenang secara mandat pada dasarnya adalah 
suatu pelimpahan wewenang dari atasan kepada bawahan, dengan 
maksud untuk membuat keputusan atas nama pejabat tata usaha negara 
yang memberi mandat. Hal tersebut berarti bahwa keputusan yang diambil 
pejabat yang menerima mandat, pada hakikatnya merupakan keputusan 
dari pejabat tata usaha negara yang memberi mandat.Sebagai 
konsekuensinya, bahwa tanggung jawab dan tanggung gugat atas 
diterbitkannya keputusan atas dasar suatu mandat tetap berada pada 
pejabat yang memberi mandat. 
Dengan kata lain pada konsep mandat, mandataris hanya bertindak 
untuk dan atas nama pemberi mandat, sehingga tangggung jawab akhir 
dari keputusan yang di ambil  mandataris, tetap berada pada pemberi 
mandat. Selain itu, untuk mandat tidak diperlukan adanya ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang melandasinya, karena mandat 
merupakan hal rutin dalam hubungan intern hirarkis dalam organisasi 
pemerintahan39. 
C. Tinjauan Tentang Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga 
Kabupaten Soppeng 
1. Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Pendidikan Pemuda Dan 
Olahraga Kabupaten Soppeng 
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Soppeng 
merupakan satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) yang 
bertanggungjawab dalam hal pengelolaan dan pembinaan pendidikan, 
                                                             
39 Philipus M. Hadjon, 1997, Pengkajian Ilmu Hukum, Op.cit, hal. 7. 
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kepemudaan dan olahraga. Tugas pokok dan fungsi tersebut meliputi 
pengkoordinasian, perumusan kebijakan, penyelenggaraan adminsitrasi, 
pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, sarana dan prasarana 
dalam upaya meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan dan mutu 
peserta didik. 
Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng No. 3 
Tahun 2008 TentangPembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas 
Daerahn Pemerintah Kabupaten Soppeng, Dinas Pendidikan, Pemuda 
dan Olahraga mempunyai tugas: 
Melaksanakan Sebagian kewenangan urusan Pemerintahan 
Daerah berdasaran asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di 
bidang pendidikan, pemuda dan olahraga yang menjadi tanggung 
jawab dan kewenangannya berdasarkan Peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
 
Untuk penyelenggaraan tugas tersebut di atas, Dinas Pendidikan, 
Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: 
1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan, pemuda dan 
olahraga berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang 
berlaku; 
2. Penyelenggaran urusan pemerintahan dan pelayanan umum di 
bidang pendidikan, pemuda dan olahraga; 
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup 
tugas dan kewenangannya; 
4. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, 
keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan; 
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5. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas; 
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 
Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Soppeng Nomor 
34/KPTS/VIII/2002 tentang Penetapan Uraian Tugas Jabatan Struktural 
dalam Lingkup Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten 
Soppeng susunan organisasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 
Kabupaten Soppeng, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten 
Soppeng mempunyai tugas pokok yang luas dan kompleks. Secara umum 
tugas pokok tersebut adalah membantu bupati dalam melaksanakan 
kewenangan daerah di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga. 
Rincian uraian tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan dan 
unit kerja dalam lingkup Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 
Kabupaten Soppeng berdasarkan Peraturan Bupati Soppeng Nomor 
13/PERBUP/IX/2008 Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural 
pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Soppeng 
adalah sebagai berikut: 
a. Kepala Dinas 
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten 
Soppeng mempunyai tugas merumuskan konsep sasaran, 
mengkoordinasikan, menyelenggarakan, membina, mengarahkan 
mengevaluasi serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas Dinas 
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Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sesuai kewenangannya berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Dinas Pendidikan, 
Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi: 
a. Perumusan kebijakan dinas 
b. Penyusunan rencana strategik dinas 
c. Penyelenggaraan pelayanan umum di bidang pendidikan, 
pemuda dan olahraga 
d. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan 
program dan kegiatan dinas 
e. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan dinas. 
Rincian tugas Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 
Kabupaten Soppeng adalah sebagai berikut: 
1) Merumuskan rencana strategik dan program kerja dinas yang 
sesuai dengan visi dan misi daerah; 
2) Mengkoordinasikan perumusan dan penyusunan program kerja 
dinas sesuai bidang tugasnya; 
3) Menyelenggarakan rencana strategik dan program kerja dinas. 
4) Membina dan mengembangkan karir pegawai serta pelayanan 
kepada masyarakat sesuai bidang tugasnya maupun dalam 
rangka kepentingan Pemerintah Daerah; 
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5) Mengarahkan dan merumuskan program kerja dinas dan 
menetapkan kebijakan operasional pendidikan sesuai dengan 
kebijakan nasional dan provinsi; 
6) Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan 
dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir; 
7) Membina pelaksanaan program waskat di lingkungan dinas; 
8) Memberi saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; 
9) Membina pelaksanaan tugas-tugas unit Pelaksana Teknis; 
10) Mengevaluasi dan memonitor hasil pelaksanaan program kerja 
di lingkungan dinas; 
11) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan; 
12) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 
b. Sekretariat 
Sekretariat dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang 
mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, 
memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi, dan meplaporkan 
pelaksanaan tugas kesekretariatan. Dalam menyelenggarakan tugas 
tersebut, Kepala Sekretariat mempunyai fungsi: 
a. Penyusunan kebijakan teknis administrasi kepegawaian, 
administrasi keuangan, perencanaan, pelaporan dan urusan 
rumah-tangga. 
b. Penyelenggaraan kebijakan administrasi umum. 
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c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan 
program dan Sub Bagian. 
d. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan sub-bagian. 
Rincian tugas Kepala Sekretariat adalah sebagai berikut: 
i. Merencanakan operasionalisasi pengelolaan adminsitrasi umum 
dan kepegawaian, perencanaan dan pelaporan, serta 
Keuangan; 
ii. Memberi tugas kepada bawahan dalam pengelolaan 
administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan 
pelaporan, serta keuangan. 
iii. Mempelajari dan menelaah peraturan dan perundangundangan 
dan naskah dinas di bidang tugasnya; 
iv. Melaksanakan koordinasi dengan kepala bidang dan membina 
serta mengarahkan bagian dalam melaksanakan tugas; 
v. Melaksanakan urusan umum, kepegawaian, surat-menyurat, 
invenstrisasi dan perlengkapan, perencanaan dan pelaporan, 
serta rumah-tangga dinas; 
vi. Memberi petunjuk, saran dan pertimbangan untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas; 
vii. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan 
dalam pengembangan karir; 
viii. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; 
ix. Mengevaluasi tugas yang diberikan kepada Kepala Sub Bagian; 
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x. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan; 
xi. Mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan 
kerumahtanggaan; 
xii. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan 
Kedua belas tugas pokok tersebut di atas dijabarkan lebih terinci 
dan mendalam untuk ketiga sub-bagian yang berada dibawah Sekretariat, 
antara lain: 
1. Sub Bagian Umum 
Subag Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan 
bahan, menghimpun, mengelola dan melaksanakan administrasi, urusan 
ketata usahaan, meliputi pengelolaan urusan rumah tangga, surat 
menyurat, kearsipan, protocol, perjalanan Dinas, Tata laksana, 
perlengkapan kepegawaian dan tugas umum lainnya. 
Ka Subag Umum dalam menyelenggarakan tugasnya mempunyai 
fungsi: 
a. Penyusunan dan Pelaksanaan kebijakan tekhnis sub bagian. 
b. Penyusunan dan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Sub Bagian 
c. Pembinaan, Pengkoordinasian, Pengendalian, Pengawasan 
Program dan kegiatan pejabat non structural dalam lingkup sub 
bagian. 
d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi rogram kegiatansub bagian. 
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e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 
tugas dan fungsinya. 
Subag Umum memiliki rincian tugas sebagai berikut: 
a. Menyusun rencana dan pelaksanaan program dan kegiatan di 
bidang umum dan kepegawaian sebagai pedoman pelaksanaan 
tugas. 
b. Mengelola dan melaksanakan urusan rumah tangga, surat 
menyurat, urusan kearsian dan perpustakaan, urusan 
keprotokoleran dan perjalanan dinas, urusan ketatalaksanaan, 
urusan perlengkapan, urusan kepegawaian, urusan umum lainnya. 
c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan sub 
bagian umum dan kepegawaian. 
d. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sub bagian umum dan 
kepegawaian. 
e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 
2. Subag perencanaan dan pelaporan  
Subag perencanaan dan pelaporan mempunyai tugas menyiapkan 
bahan, menghimpun, mengelola, dan melaksanakan administrasi urusan 
perencanaan dan pelaporan serta melakukan pembinaan, pengendalian 
dan evaluasi pelaksanaan perencanaan dan pelaporan. Ka Subag 
Perencanaan dan Pelaporan dalam menyelenggarakan tugasnya 
mempunyai fungsi: 
a. Penyusunan dan Pelaksanaan kebijakan tekhnis sub bagian. 
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b. Penyusunan dan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Sub Bagian 
c. Pembinaan, Pengkoordinasian , Pengendalian, Pengawasan 
Program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup sub 
bagian. 
d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi rogram kegiatansub bagian. 
e.  Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 
tugas dan fungsinya. 
Subag Perencanaan dan Pelaporan memiliki rincian tugas sebagai 
berikut: 
a. Menyusun rencana dan jadwal kegiatan operasional tahunan dinas 
sebagai pedoman pelaksanaan tugas. 
b. Menghimpun bahan penyusunan rencana kerja dinas; 
c. Menghimpun dan mempersiakan bahan penyusunan laporan; 
d. Mengkoordinasikan penyusunan rencana program dan kegiatan 
dinas 
e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan perencanaan program dan 
kegiatan di lingkup dinas;  
f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan 
dalam lingkup dinas; 
g. Menginventarisir permasalahan-permasalahan pelaksanaan 
program kegiatan dinas; 
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h. Melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan 
RKA,DPA,LAKIP,RENSTRA,RENJA dan dokumen perencanaan 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 
i. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan lingkup dinas; 
j. Menilai prestasi kerja staf dalam rangka pembinaan dan 
pengembangan karier; k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan 
oleh atasan. 
3. Subag Keuangan 
Sub Bagian Keuangan mempuanyai tugas menyiapkan bahan , 
menghimpun, mengelola dan melaksanakan administrasi keuangan atau 
penata usahaan keuangan meliputi penyusunan anggaran, verifikasi, 
perbendaharaan , pembukuan dan pelaporan keuangan. Subag Keuangan 
dalam menyelenggarakan tugasnya mempunyai fungsi: 
a. Penyusunan dan Pelaksanaan kebijakan tekhnis sub bagian. 
b. Penyusunan dan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Sub Bagian 
c. Pembinaan, Pengkoordinasian , Pengendalian, Pengawasan 
Program dan kegiatan pejabat non structural dalam lingkup sub 
bagian. 
d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi rogram kegiatansub bagian. 
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 
tugas dan fungsinya. 
Ka Subag Keuangan memiliki rincian tugas sebagai berikut: 
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a. Membuat rencana operasional program kerja sub bagian; 
b. Mempersiapkan bahan-bahan dan menyusun rencana kebutuhan 
anggaran dilingkungan dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas 
c. Membuat daftar usulan kegiatan 
d. Membuat daftar gaji dan melaksanakan penggajian; 
e. Menyiapkan proses administrasi yang terkait dengan penata 
usahaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 
f. Melaksanakan perbendaharaan keuangan; 
g. Mengkoordinasikan rencana penyusunan anggaran untuk periode 5 
tahunan dan tahunan; 
h. Mengelola dan melaksanakan verifikasi anggaran; 
i. Mengelola dan melaksanakan pembukuan dan pelaporan 
keuangan, meliputi laoran realisasi anggaran ( LRA ), catatan atas 
laporan keuangan ( CALK ) dan neraca; 
j. Melaksanakan monitoring dan evaluasi dan menyusun laporan 
pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Keuangan; 
k. Melaksanakan pengendalian tugas embantu pemegang kas. 
2. Bidang-Bidang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga terdiri dari 4 (empat) 
bidang, yaitu: 
a. Bidang Pendidikan Dasar 
b. Bidang Pendidikan Menengah dan Kejuruan 
c. Bidang Pemuda dan Olahraga 
d. Bidang Pendidikan Luar Sekolah 
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a. Bidang Pendidikan Dasar 
Bidang Pendidikan Dasar dipimpin oleh seorang Kepala Bidang 
yang mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, 
memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan 
penyelenggaraan tugas Bidang Pendidikan Dasar. Dalam 
menyelenggarakan tugas tersebut, Kepala Bidang Pendidikan Dasar 
mempunyai fungsi: 
a. Penyusunan kebijakan teknis bidang pendidikan dasar. 
b. Pelaksanaan program dan kegiatan bidang pendidikan dasar. 
c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program 
dan kegiatan pejabat non-struktural dalam lningkup Seksi. 
d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat nonstruktural 
dalam lingkup Seksi. 
Rincian tugas Kepala Bidang Pendidikan Dasar adalah sebagai berikut: 
a. Merencanakan operasionalisasi rencana kerja sesuai tugas pokok 
dan fungsinya; 
b. Menyusun rencana dan program kerja bidang pendidikan dasar 
sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 
c. Menyelenggarakan rencana kerja sesuai tugas pokok dan 
fungsinya; 
d. Mengkoordinasikan konsep rencana pada kepala seksi dalam 
melaksanakan tugas; 
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e. Menyelia pelaksanaan tugas kepala seksi agar hasil yang dicapai 
sesuai dengan sasaran yang ditetapkan; 
f. Menilai prestasi kerja kepala seksi di lingkungan bidang pendidikan 
dasar sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karir; 
g. Menyusun proyeksi perkembangan pembinaan pendidikan dasar 
sebagai bahan penyusunan kebijakan; 
h. Memantau perkembangan pelaksanaan kegiatan rutin dan 
pembangunan pendidikan dasar; 
i. Memberikan layanan teknis di bidang perencanaan dan memonitor 
pelaksanaan pada TK, SD, SLTP dan mendayagunakan program 
teknologi, komunikasi untuk pengelolaan data dan informasi 
pendidikan; 
j. Melaksanakan kegiatan administrasi umum perkantoran dan 
membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan; 
k. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahannya; 
l. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan; 
m. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala 
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. 
Ketigabelas tugas pokok tersebut di atas dijabarkan lebih terinci 
dan mendalam untuk ketiga seksi yang berada dibawah Bidang 
Pendidikan Dasar, antara lain: 
1) Seksi manajemen Pendidikan Dasar 
2) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan 
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3) Seksi Sarana dan Prasarana 
b. Bidang Pendidikan Menengah dan Kejuruan 
Bidang Pendidikan Menengah dan Kejuruan dipimpin oleh seorang 
Kepala Bidang yang mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, 
memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi 
dan melaporkan penyelenggaraan tugas bidang Pendidikan Menengah 
dan Kejuruan. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Kepala Bidang 
Pendidikan Menengah dan Kejuruan mempunyai fungsi: 
a. Penyusunan kebijakan teknis bidang. 
b. Penyelenggaraan program dan kegiatan bidang. 
c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan 
program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non stuktural dalam 
lingkup bidang. 
d. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan kepala seksi dan 
pejabat non stuktural dalam lingkup bidang.  
Rincian tugas Kepala Bidang Pendidikan Menengah dan Kejuruan 
adalah sebagai berikut: 
a. Merencanakan operasionalisasi rencana kerja sesuai tugas pokok 
dan fungsinya 
b. Menyusun rencana dan program kerja bidang pendidikan 
menengah dan kejuruan sebagai pedoman pelaksanaan tugas 
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c. Menyelenggarakan rencana kerja sesuai tugas pokok dan 
fungsinya. 
d. Mengkoordinasikan konsep rencana pada kepala seksi dalam 
melaksanakan tugas 
e. Menyelia pelaksanaan tugas kepala seksi agar hasil yang dicapai 
sesuai dengan sasaran yang ditetapkan 
f. Menilai prestasi kerja kepala seksi di lingkungan bidang Pendidikan 
Menengah dan Kejuruan sebagai bahan pembinaan dan 
pengembangan karir 
g. Menyusun proyeksi perkembangan pembinaan pendidikan 
menengah dan kejuruan sebagai bahan penyusunan kebijakan. 
h. Memantau perkembangan pelaksanaan kegiatan rutin dan 
pembangunan pendidikan menengah dan kejuruan. 
i. Memberikan layanan teknis di bidang perencanaan dan memonitor 
pelaksanaan pada SMU, dan SMK dan mendayagunakan program 
teknologi, komunikasi untuk pengelolaan data dan informasi 
pendidikan menengah dan kejuruan. 
j. Melaksanakan kegiatan administrasi umum perkantoran dan 
Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan 
k. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahannya  
l. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan 
m. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala 
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 
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Ketigabelas tugas pokok tersebut di atas dijabarkan lebih terinci 
dan mendalam untuk ketiga seksi yang berada dibawah Bidang 
Pendidikan Menengah dan Kejuruan. Adapun pelaksanaan tugas Ka 
Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan dibantu oleh 3 Ka Seksi yaitu: 
1) Seksi manajemen Pendidikan Dasar 
2) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan 
3) Seksi Sarana dan Prasarana 
c. Bidang Pemuda dan Olahraga  
Bidang Pemuda dan Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala 
Bidang yang mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi 
tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan 
melaporkan penyelenggaraan tugas Bidang Pemuda dan Olahraga. 
Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Kepala Bidang Pemuda dan 
Olahraga mempunyai fungsi: 
a. Penyusunan kebijakan teknis bidang 
b. Penyelenggaraan program dan kegiatan bidang 
c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan 
program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non stuktural dalam 
lingkup bidang 
d. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan kepala seksi dan 
pejabat non stuktural dalam lingkup bidang 
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Rincian tugas Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga adalah 
sebagai berikut: 
1) Merencanakan operasionalisasi rencana kerja sesuai tugas pokok 
dan fungsinya; 
2) Menyusun rencana dan program kerja Bidang Pemuda dan 
Olahraga sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 
3) Mengkoordinasikan konsep rencana pada kepala seksi dalam 
melaksanakan tugas; 
4) Menyelia pelaksanaan tugas kepala seksi agar hasil yang dicapai 
sesuai dengan sasaran yang ditetapkan dan menilai prestasi kerja 
kepala seksi di lingkungan Bidang Pemuda dan Olahraga sebagai 
bahan pembinaan dan pengembangan karir; 
5) Menyusun proyeksi perkembangan pembinaan pendidikan, 
pemuda dan olahraga sebagai bahan penyusunan kebijakan di 
bidang kepemudaan dan olahraga; 
6) Memantau perkembangan pelaksanaan kegiatan rutin dan 
pembangunan pendidikan Bidang Pemuda dan Olahraga; 
7) Memberikan layanan teknis di bidang perencanaan pada TK, SD, 
SDLB, SLB, SLTP,SMU, dan SMK, serta Pendidikan Luar Sekolah; 
8) Mendayagunakan program teknologi, komunikasi untuk 
pengelolaan data dan informasi bidang Pemuda dan Olahraga 
serta melakukan pendidikan dan pelatihan di bidang kepemudaan 
dan olahraga; 
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9) Melaksanakan kegiatan administrasi umum perkantoran 
10) Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan 
11) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahannya 
12) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan 
13) Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala 
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 
Ketiga belas tugas pokok tersebut di atas dijabarkan lebih terinci 
dan mendalam untuk ketiga seksi yang berada dibawah Bidang Pemuda 
dan Olahraga. Ketiga seksi tersebut yakni: 
a. Seksi Pembinaan Kepemudaan 
b. Seksi Pembinaan Olahraga 
c. Seksi Pembinaan Kesiswaan dan seni 
d. Bidang Pendidikan Luar Sekolah 
Bidang Pendidikan Luar Sekolah dipimpin oleh seorang Kepala 
Bidang yang mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi 
tugas,  memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan 
melaporkan penyelenggaraan tugas Bidang Pendidikan Luar Sekolah. 
Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Kepala Bidang Pendidikan Luar 
Sekolah mempunyai fungsi: 
a. Penyusunan kebijakan teknis bidang 
b. Penyelenggaraan program dan kegiatan bidang 
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c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan 
program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non stuktural dalam 
lingkup bidang 
d. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan kepala seksi dan 
pejabat non stuktural dalam lingkup bidang 
Rincian tugas Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga adalah 
sebagai berikut: 
1) Merencanakan operasionalisasi rencana kerja sesuai tugas pokok 
dan fungsinya; 
2) Menyelenggarakan rencana kerja sesuai tugas pokok dan 
fungsinya; 
3) Menyusun rencana dan program kerja bidang pendidikan luar 
sekolah sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 
4) Mengkoordinasikan konsep rencana pada kepala seksi dalam 
melaksanakan tugas; 
5) Menyelia pelaksanaan tugas kepala seksi agar hasil yang dicapai 
sesuai dengan sasaran yang ditetapkan; 
6) Menilai prestasi kerja kepala seksi di lingkungan Bidang Pendidikan 
Luar Sekolah sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karir; 
7) Menelaah peraturan perundang-undangan pendidikan luar sekolah 
8) Memantau perkembangan pelaksanaan kegiatan rutin dan 
pembangunan pendidikan luar sekolah 
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9) Memberi layanan teknis di bidang perencanaan pada pendidikan 
luar sekolah 
10) Mendayagunakan program teknologi, komunikasi untuk 
pengelolaan data dan informasi pendidikan Luar Sekolah 
11) Melaksanakan kegiatan administrasi umum perkantoran 
12) Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan 
13) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahannya  
14) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan. 
15) Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala 
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. 
Kelima belas tugas pokok tersebut di atas dijabarkan lebih terinci 
dan mendalam untuk ketiga seksi yang berada dibawah Bidang Pemuda 
dan Olahraga, yakni: 
1) Seksi Pendidikan Anak Usia Dini 
2) Seksi Pendidikan Masyarakat dan kelembagaan 
3) Seksi Pendidikan Kesetaraan 
D. Tinjauan Tentang Teori Efektivitas Hukum 
Teori efektivitas hukum dikemukakan oleh Bronislaw Malinowski 
dan Soerjono Soekanto. Bronislaw Malinowski (1884-1942) menyajikan 
teori efektivitas pengendalian sosial atau hukum. Bronislaw Malinowski 
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menyajikan teori efektivitas hukum dengan menganalisis tiga masalah 
yang meliputi:40 
1. Dalam masyarakat modern, tata tertib kemasyarakatan dijaga 
antara lain oleh suatu sistem pengendalian sosial yang bersifat 
memaksa, yaitu hukum, untuk melaksanakannya hukum 
didukung oleh suatu sistem alat-alat kekuasaan (kepolisian, 
pengadilan dan sebagainya) yang diorganisasi oleh suatu 
negara.  
2. Dalam masyarakat primitif alat-alat kekuasaan serupa itu 
kadang-kadang tidak ada.  
3. Dengan demikian apakah dalam masyarakat primitif tidak ada 
hukum. 
Bronislaw Malinowski menganalisis efektivitas hukum dalam 
masyarakat. Masyarakat dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu 
masyarakat modern dan masyarakat primitif. Masyarakat modern 
merupakan masyarakat yang perekonomiannya berdasarkan pasar secara 
luas, spesialisasi di bidang industri dan pemakaian teknologi canggih. 
Dalam masyarakat modern, hukum yang dibuat dan ditetapkan oleh 
pejabat yang berwenang itu ditegakkan oleh kepolisian, pengadilan dan 
sebagainya, sedang masyarakat primitif merupakan masyarakat yang 
mempunyai sistem ekonomi yang sederhana dan dalam masyarakat 
primitif tidak mengenal alat-alat kekuasaan.  
                                                             
40 Koentjaraningrat dalam H. Halim HS, Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum pada 
Penelitian Tesis dan Disertasi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hal. 305 
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Soerjono Soekanto mengatakan bahwa efektif adalah taraf sejauh 
mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan 
efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum 
mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku 
manusia sehingga menjadi perilaku hukum. Sehubungan dengan 
persoalan efektivitas hukum, pengidentikkan hukum tidak hanya dengan 
unsur paksaan eksternal namun juga dengan proses pengadilan. 
Ancaman paksaan pun merupakan unsur yang mutlak ada agar suatu 
kaidah dapat dikategorikan sebagai hukum, maka tentu saja unsur 
paksaan inipun erat kaitannya dengan efektif atau tidaknya suatu 
ketentuan atau aturan hukum.41 Membicarakan tentang efektivitas hukum 
berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau 
memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif 
jikalau faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi 
dengan sebaik-baiknya. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan 
perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat. 
Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila 
warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau 
dikehendaki oleh atau peraturan perundang-undangan tersebut mencapai 
tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan 
perundang-undangan tersebut telah dicapai.  
                                                             
41 Soerjono Soekanto, Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi, (Bandung : CV. Ramadja Karya, 
1988), hal 80. 
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Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa 
efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :42 
(1) Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).  
(2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk 
maupun menerapkan hukum.  
(3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.  
(4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut 
berlaku atau diterapkan.  
(5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang 
didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.  
Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena 
merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari 
pada efektivitas penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang 
menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau 
tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri.  
Teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto 
tersebut relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita 
yaitu bahwa faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum 
tidak hanya terletak pada sikap mental aparatur penegak hukum (hakim, 
                                                             
42 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta : PT. Raja 
Grafindo Persada, 2008), hal. 8. 
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jaksa, polisi dan penasihat hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor 
sosialisasi hukum yang sering diabaikan.43  
Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektivitas pada elemen 
pertama adalah:44 
1. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu 
sudah cukup sistematis.  
2. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu 
sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada 
pertentangan.  
3. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur 
bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.  
4. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan 
persyaratan yuridis yang ada.  
Pada elemen kedua yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja 
hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini 
dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat 
melakukan tugasnya dengan baik. Kehandalan dalam kaitannya disini 
adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang 
baik.  
Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh 
terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan 
tergantung pada hal berikut:45 
                                                             
43 Romli Atmasasmita, Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia &Penegakan Hukum, (Bandung : 
Mandar Maju, 2001), hal. 55. 
44 Soerjono Soekanto, Penegakan Hukum, (Bandung : Bina Cipta, 1983), hal. 80. 
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1. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang 
ada.  
2. Sampai mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.  
3. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas 
kepada masyarakat.  
4. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan 
yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas 
yang tegas pada wewenangnya.  
Pada elemen ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana 
dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. 
Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas 
yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. 
Sehubungan dengan sarana dan prasarana yang dikatakan dengan istilah 
fasilitas ini, Soerjono Soekanto memprediksi patokan efektivitas elemen-
elemen tertentu dari prasarana. Prasarana tersebut harus secara jelas 
memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran 
tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya. Adapun elemen-elemen 
tersebut adalah:46 
1. Prasarana yang telah ada apakah telah terpelihara dengan baik.  
2. Prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan 
memperhitungkan angka waktu pengadaannya.  
3. Prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi.  
                                                                                                                                                                       
45 Ibid., hal. 82. 
46 Loc. Cit. 
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4. Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki.  
5. Prasarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya.  
6. Prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingkatkan 
lagi fungsinya.  
Ada beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung dari 
kondisi masyarakat, yaitu:  
1. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun 
peraturan yang baik.  
2. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun 
peraturan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa.  
3. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik, 
petugas atau aparat berwibawa serta fasilitas mencukupi.  
Elemen tersebut di atas memberikan pemahaman bahwa disiplin 
dan kepatuhan masyarakat tergantung dari motivasi yang secara internal 
muncul. Internalisasi faktor ini ada pada tiap individu yang menjadi elemen 
terkecil dari komunitas sosial. Oleh karena itu pendekatan paling tepat 
dalam hubungan disiplin ini adalah melalui motivasi yang ditanamkan 
secara individual. Dalam hal ini, derajat kepatuhan hukum masyarakat 
menjadi salah satu parameter tentang efektif atau tidaknya hukum itu 
diberlakukan sedangkan kepatuhan masyarakat tersebut dapat dimotivasi 
oleh berbagai penyebab, baik yang ditimbulkan oleh kondisi internal 
maupun eksternal.  
Kondisi internal muncul karena ada dorongan tertentu baik yang 
bersifat positif maupun negatif. Dorongan positif dapat muncul karena 
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adanya rangsangan yang positif yang menyebabkan seseorang tergerak 
untuk melakukan sesuatu yang bersifat positif. Dorongan yang bersifat 
negatif dapat muncul karena adanya rangsangan yang sifatnya negatif 
seperti perlakuan tidak adil dan sebagainya. Dorongan yang sifatnya 
eksternal karena adanya semacam tekanan dari luar yang mengharuskan 
atau bersifat memaksa agar warga masyarakat tunduk kepada hukum. 
Pada takaran umum, keharusan warga masyarakat untuk tunduk dan 
menaati hukum disebabkan karena adanya sanksi atau punishment yang 
menimbulkan rasa takut atau tidak nyaman sehingga lebih memilih taat 
hukum daripada melakukan pelanggaran. Motivasi ini biasanya bersifat 
sementara atau hanya temporer. 
Faktor kebudayaan sebernarnya bersatu padu dengan faktor 
masyarakat sengaja dibedakan, karena didalam pembahasannya 
diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari 
kebudayaan spiritual atau non material. Hal ini dibedakan sebab sebagai 
suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum 
menyangkup, struktur, subtansi dan kebudayaan. Struktur mencangkup 
wadah atau bentuk dari sistem tersebut yang, umpamanya, menyangkup 
tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hukum antara lembaga-lembaga 
tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibanya, dan seterusnya. 
Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencangkup nilai-nilai yang 
mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yangmerupakan konsepsi-
konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (hingga dianuti) dan 
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apa yang diangap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya 
merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan estrim 
yang harus diserasikan. 
Pasangan nilai yang berperan dalam hukum menurut Soerdjono 
Soekanto adalah sebagai berikut : 
1. Nilai ketertiban dan nilai ketenteraman.  
2. Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah/seakhlakan  
3. Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/ inovatisme.  
Dengan adanya keserasian nilai dengan kebudayaan masyarakat 
setempat diharapkan terjalin hubungan timbal balik antara hukum adat 
dan hukum positif di Indonesia, dengan demikian ketentuan dalam pasal-
pasal hukum tertulis dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar 
dari hukum adat supaya hukum perundang-undangan tersebut dapat 
berlaku secara efektif. Kemudian diharapkan juga adanya keserasian 
antar kedua nilai tersebut akan menempatkan hukum pada tempatnya. 
E. Tinjauan Tentang Pelaksanaan Tugas 
1. Definisi Pelaksanaan Tugas 
Untuk mewujudkan suatu tujuan atau target, maka haruslah ada 
pelaksanaan yangmerupakan proses kegiatan yang berkesenimbungan 
sehingga tercapai tujuan yangdiharapkan. Pelaksanaan berasal dari kata 
“laksana” yang berarti bautan, sifat, dantanda. Ditambah awalan “pe-“ dan 
akhiran “–an” yang berfungsi membentuk kata bendamenjadi 
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“pelaksanaan”.47 Adapun pengertian pelaksanaan oleh beberapa ahli 
yaitu: 
1. Pelaksanaan adalah salah satu kegiatan yang dapat dijumpai 
dalam proses administrasi, hal ini sejalan dengan pengertian yang 
dilakukan oleh The Liang Gie et. Lebih lanjut Bintoro 
Tjokroadmudjoyo mengemukakan bahwa pelaksanaan sebagai 
proses dapat kita pahami dalam bentuk rangkaian kegiatan yakni 
berawal dari kebijakan guna mencapai tujuan maka kebijakan itu 
ditutrunkan dalam suatu program dan proyek.48 
2. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia merumuskan 
pengertian pelaksanaaan atau penggerakan sebagai upaya agar 
tiap pegawai atau tiapanggota organisasi berkeinginan dan 
berusaha mencapai tujuan yang telah direnanakan.49 
3. Wiestra, dkk mengemukakan pengertian pelaksanaan sebagai 
usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana 
dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan 
melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang 
akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan 
waktu dimulainya.50 
                                                             
47Dwi Purnama Wati, Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pendidikan Agama Islam 
Terhadap Guru Pendidikan Agama Islam di Kota Bandar Lampung, Skripsi, Universitas 
Lampung, 2014. Hlm.7   
48 Rahardjo Adisasmita, Pembiayaan Pembangunan Daerah, Yogyakarta, Graha Ilmu, 
2011.hlm.24   
49 Ibid. 
50 Ibid 
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4. Pelaksanaan diartikan sebagai suatu usaha atau kegiatan tertentu 
yang dilakukan untuk mewujudkan rencana atau program dalam 
kenyataannya.51 
5. Pelaksanaan atau implementasi yakni konsep dinamis yang 
melibatkan secara terus menerus usaha-usaha yang mencari apa 
yang dilakukan, mengatur aktivitas-aktivitas yang mengarah pada 
pendapat suatu program ke dalam dampak.52 
6. Pelaksana adalah orang yang mengerjakan atau melakukan 
rencana yang telah disusun, sedangkan pelaksanaan adalah 
perihal (perbuatan, usaha) melaksanakan rancangan.53 
7. Jika suatu rencana yang terealisasi telah tersusun dan jika program 
kerja yang achievemenrt oriented telah dirumuskan maka kini 
tinggal pelaksaannya. Lebih lanjut, Siagian mengatakan bahwa 
dalam pelaksanaan ada beberapa hal pokokyang perlu 
diperhatikan, yaitu:54 
a. Membuat rencana detail, artinya merubah rencana strategis 
(jangka panjang) 
b. Menjadi rencana teknis (jangka pendek) dan mengorganisir 
sumber-sumber dan staf dan selanjutnya menyusun peraturan-
peraturan danprosedur-prosedur tertentu; 
                                                             
51 Ibid 
52 Hisyam Djihad dan Suyanto, Pelaksanaan Pendidikan di Indonesia Memasuki 
Millenium III , Yogyakarta, Adi Cita, 2000, hlm.151   
53 W.J.S. Purwadarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakata, Nilai Pustaka, 1986, 
hlm.553   
54 SP.Siagan, 1984, Metode-Metode Perencanaan, Hlm.87 
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c. Pemberian tugas artinya, merubah rencana teknis menjadi 
rencana praktis,dan tujuan selanjutnya melakukan pembagian 
tugas-tugas dan sumbersumber; 
d. Monitor, artinya pelaksanaan dan kemajuan pelaksanaan tugas 
jangan sampai terjadi hal-hal yang berhubungan dengan 
rencana praktis, dalamhal ini diperlukan untuk memeriksa hasil-
hasil yang dicapai;  
e. Review, artinya pelaporan hasil-hasil pelaksanaan kegiatan, 
analisis pelaksanaan tugas-tugas, pemeriksaan kembali dan 
penyusunan jadwal waktu pelaksanaan selanjutnya dalam 
laporan diharapkan adanya sarandan perbaikan bila ditemui 
adanya perbedaan dan penyimpangan. 
Lembaga Administrasi Negara RI merumuskan Pengertian 
Pelaksanaan adalah upaya agar tiap pegawai atau tiap anggota 
organisasi berkeinginan dan berusaha mencapai tujuan yang telah 
direncanakan. Pelaksanaan adalah salah satu kegiatan yang 
dapatdijumpai dalam proses administrasi, Bintoro Tjokroadmudjoyo 
mengemukakan bahwa pelaksanaan sebagai proses dapat kita pahami 
dalam bentuk rangkaiankegiatan yakni berawal dari kebijakan guna 
mencapai tujuan maka kebijakan ituditurunkan dalam suatu program 
proyek.55 Pelaksanaan merupakan konsep merupakandinamis yang 
melibatkan secara terus menerus usaha usaha yang mencari apa 
                                                             
55 Rahardjo Adisasmita, Pembiayaan Pembangunan Daerah, Yogyakarta, Graham Ilmu, 
2011. Hlm.24 
59 
 
yangdilakukan, mengatur aktivitas aktivitas yang mengatur pada pendapat 
suatu programke dalam dampik.56 
Berdasarkan batasan yang dikemukakan di atas, maka dapat 
dibedakan antara pengertian pelaksanaan adalah perbuatan yang 
dilakukan oleh pelaksana.Jadi dengan dengan demikian kedua pengertian 
tersebut di atas mempunyai arti yang berbeda nemun keduanya berasal 
dari kata “laksana”. 
Rahardjo Adisasmita mengatakan bahwa sumber daya pelaksana 
yang bermutu dalam arti yang sebenarnya dikaitkan dengan pekerjaan 
yang dikerjakan akan menghasilkan sesuatu yang dikendaki dari 
pekerjaan tersebut, bermutu bukan hanya pandai, tetapi memenuhi semua 
syarat kuantitatif yang dikehendaki antara lain kecakapan ketrampilan, 
kepribadian, sikap dan perilaku.57 
Jadi pelaksanaan merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh 
suatu badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna 
mencapai tujuan yang diharapkan.maupun operasional atau 
kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program 
yang ditetapkan semula. 
Sedangkan definisi tugas menurut para ahli, yaitu : 
1. Dale Yoer dalam moekijat, “The Term Task is frequently used to 
describe one portion or element in a job” (Tugas digunakan untuk 
                                                             
56 Hisyam Djihad Dan Suyanto, Pelaksanaan Pendidikan Di Indonesia Memasuki 
Millennium III, Yogyakarta, Adi Cita, 2000. Hlm.151 
57 Adisasmita, Loc.Cit.  
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mengembangkan satu bagian atau satu unsur dalam suatu 
jabatan).58 
2. Sementara Stone dalam Moekijat, mengemukakan bahwa “A task is 
a specific work activity carried out to achieve a specific purpose” 
(Suatu tugas merupakan suatu kegiatan pekerjaan khusus yang 
dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu).59 
3. Definisi lainnya yang menilai bahwa tugas merupakan suatu 
kegiatan spesifik yang dijalankan dalam organisasi yaitu menurut 
John & Mary Miner dalam Moekijat, menyatakan bahwa tugas 
adalah kegiatan pekerjaan tertentu yang dilakukan untuk suatu 
tujuan khusus.60 
4. Sedangkan menurut Moekijat, tugas adalah suatu bagian atau satu 
unsur atau satu komponen dari suatu jabatan. Tugas adalah 
gabungan dari dua unsur (elemen) atau lebih sehingga menjadi 
suatu kegiatan yang lengkap.61 
Berdasarkan definisi tugas di atas, dapat kita simpulkan bahwa 
tugas adalah kesatuan pekerjaan atau kegiatan dalam sebuah organisasi 
yang memberikan gambaran tentang ruang lingkup atau kompleksitas 
jabatan atau organisasi demi mencapai tujuan tertentu. 
                                                             
58 Rivani Alfinita S., Analisis “Job Description” Pada Subag Umum dan Kepegawaian 
Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Skripsi, Universitas Hasanuddin . 2012 
hlm.9   
59 Ibid, 
60 Ibid, 
61 Ibid, 
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Dari beberapa pengertian pelaksanaan dan tugas di atas maka 
dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tugas adalah kesatuan pekerjaan 
atau kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan atau wadah secara 
berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang 
diharapkan.maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan 
guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula 
Pelaksana Tugas (inggris;acting) dalam administrasi negara 
Indonesia adalah pejabatyang menempati posisi jabatan yang bersifat 
sementara karena pejabat yangmenempati posisi itu sebelumnya 
berhalangan atau terkena peraturan hukum sehinggatidak menempati 
posisi tersebut. Pelaksana Tugas ditunjuk oleh pejabat pada tingkatdi 
atasnya dan umumnya menempati jabatan struktural dalam administrasi 
negara,seperti kepala instansi pemerintahan.Meskipun demikian, istilah ini 
dipakai pulauntuk jabatan publik seperti Gubernur atau Bupati/Wali 
Kota.Karena sifatsementaranya, seorang Pelaksana Tugas tidak dapat 
melaksanakan semua portofolioyang diberikan pada jabatannya 
itu.Penunjukan hanya dilakukan demi kelancarankegiatan administrasi 
sehari-hari. 
2.  Konsep Tugas Pokok Dan Fungsi 
Tugas pokok dan fungsi secara umum merupakan hal-hal yang 
harus bahkanwajib dikerjakan oleh seorang anggota organisasi atau 
pegawai dalam suatuinstansi secara rutin sesuai dengan kemampuan 
yang dimilikinya untukmenyelesaikan program kerja yang telah dibuat 
berdasarkan tujuan, visi dan misisuatu organisasi.Setiap pegawai 
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seharusnya melaksanakan kegiatan yang lebihrinci yang dilaksanakan 
secara jelas dan dalam setiap bagian atau unit.Rinciantugas-tugas 
tersebut digolongkan kedalam satuan praktis dan konkrit sesuaidengan 
kemampuan dan tuntutan masyarakat.Tugas pokok dan fungsi 
merupakansuatu kesatuan yang saling terkait antara tugas pokok dan 
fungsi.Suatu organisasimenyelenggarakan fungsi-fungsi dalam 
melaksanakan tugas pokok. 
Tugas pokok adalah suatu kewajiban yang harus dikerjakan, 
pekerjaan yangmerupakan tanggung jawab, perintah untuk berbuat atau 
melakukan sesuatu demimencapai suatu tujuan.Tugas pokok sebagai 
satau kesatuan pekerjaan ataukegiatan yang paling utama dan rutin 
dilakukan oleh para pegawai dalam sebuahorganisasi yang memberikan 
gambaran tentang ruang lingkup atau kompleksitasjabatan atau organisasi 
demi mencapai tujuan tertentu.62 
Fungsi berasal dari kata dalam Bahasa Inggris function, yang 
berarti sesuatu yangmengandung kegunaan atau manfaat. Fungsi suatu 
lembaga atau institusi formal adalah adanya kekuasaan berupa hak dan 
tugas yang dimiliki oleh seseorangdalam kedudukannya di dalam 
organisasi untuk melakukan sesuatu sesuai denganbidang tugasnya 
masing-masing.Fungsi lembaga atau institusi disusun sebagai pedoman 
atau haluan bagi organisasi tersebut dalam melaksanakan kegiatan 
danmencapai tujuan organisasi.Fungsi berkaitan erat dengan wewenang, 
yaitukemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik, atau 
                                                             
62 Muammar Himawan. Pokok-Pokok Organisasi Modern. Bina Ilmu. Jakarta. 2004. hlm. 
38. 
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secara yuridiswewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan 
oleh peraturan perundang- undangan yang berlaku serta melakukan 
hubungan-hubungan hukum.63 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
63 Prajudi Admosudirjo. Teori Kewenangan. PT. Rineka Cipta Jakarta. 2001. hlm. 4. 
64 
 
BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
Metode penelitian adalah suatu cara yang akan digunakan untuk 
mendapatkan suatu data dari objek penelitian, yang kemudian data 
tersebut akan diolah guna mendapatkan data yang lengkap dan hasil 
penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, adapun yang 
menyangkut tentang metodologi penelitian dalam penelitian ini meliputi : 
A. Jenis Penelitian 
Penelitian ini adalah penelitian yang besifat yurudis empiris, yaitu 
penelitian yang didasarkan tidak hanya pada penelitian 
kepustakaan(library research), akan tetapi juga penelitian empiris. Untuk 
menunjang dan melengkapi data yang diperoleh dari penelitian 
kepustakaan, maka dilakukan penelitian lapangan (field research). 
1. Penelitian kepustakaan (library research) adalah penelitian yang 
dilakukan dengan mengumpulkan data dari bahan kepustakaan 
yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. 
2. Penelitian lapangan (field research) adalah penelitian yang 
dilakukan dengan pengumpulan data melalui wawancara langsung 
kepada pihak – pihak yang sesuai dengan objek penelitian. 
Dalam hal ini penulis berusaha menjelaskan aspek hukum dan 
menggambarkan data secara tepat tentang pelaksanaan tugas Dinas 
Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Soppeng. 
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B. Lokasi Penelitian 
Berdasarkan judul skripsi yang dipilih, maka penulis mengadakan 
penelitian pada Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 
Kabupaten Soppeng. Alasan memilih lokasi tersebut, karena sumber data 
yang berkaitan dengan judul skripsi ini dapat didapatkan di lokasi tersebut. 
C. Jenis dan Sumber Data 
Jenis dan Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini dapat 
dikelompokan menjadi dua jenis, yaitu : 
1. Data Primer, yaitu data empirik yang diperoleh secara langsung 
dengan pihak responden yang berkaitan dengan permasalahan 
penelitian di lokasi penelitian dengan menggunakan teknik 
wawancara langsung kepada pihak – pihak yang sesuai dengan 
objek penelitian. 
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi 
kepustakaan sebagai data pendukung/pelengkap, karya tulis yang 
berhubungan dengan pelaksanaan tugas Dinas Pendidikan, 
Pemuda dan Olahraga, artikel – artikel, opini,, data instansi 
pemerintahan, pemberitaan media – media dan sebagainya yang 
relevan dengan materi penelitian.yaitu data yang mendukung dan 
melengkapi data primer yang berhubungan dengan masalah 
penelitian. 
D. Populasi Dan Sampel 
Penentuan populasi dan sampel dalam suatu penelitian merupakan 
hal-hal yang mesti dipertimbangkan oleh peneliti. Hal ini dimaksudkan 
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demi membatasi ruang lingkup kelompok-kelompok yang menjadi objek 
kajian dari meluasnya wilayah batas kajian tersebut. 
a) Populasi pejabat dan atau pegawai di Kantor Dinas Pendidikan, 
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Soppeng. Adapun yang 
menjadi sampel adalah sebanyak 5 orang, yakni: 
1. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 
Kabupaten Soppeng. 
2. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan, 
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Soppeng. 
3. Kepala Seksi Manajemen Pendidikan Dasar Dinas 
Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Soppeng. 
4. Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dinas 
Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Soppeng. 
5. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan, 
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Soppeng. 
b) Populasi Guru pada jenjang pendidikan dasar di Kab. Soppeng. 
Dengan sampel sebanyak 3 orang. 
c) Populasi orang tua siswa pendidikan di Kab. Soppeng. Dengan 
sampel sebanyak 3 orang. 
d) Populasi Tokoh Masyarakat di Kab. Soppeng. Dengan sampel 
sebanyak 3 orang. 
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E. Teknik Pengumpulan Data 
Merupakan suatu cara untuk mengumpulkan dan memperoleh data 
yang diperlukan. Dalam penelitian ini,  teknik untuk mengumpulkan data 
yang digunakan adalah : 
1. Untuk Data Primer, yakni pengumpulan datanya dilakukan dengan 
cara mengadakan wawancara atau tanya jawab dengan beberapa 
pihak yang terkait dengan permasalahan dari penulisan ini. 
2. Untuk Data Sekunder, yakni pengumpulan datanya dilakukan 
dengan cara penelusuran dan menelaah buku-buku, dokumen-
dokumen, serta peraturan perundang-undangan yang ada 
relevansinya dengan penulisanini. 
F. Analisis Data 
Berdasarkan hasil pengumpulan data, peneliti mempergunakan 
analisis deskriptif kualitatif, yakni suatu analisis yang sifatnya menjelaskan 
dan menggambarkan mengenai pelaksanaan tugas Dinas Pendidikan, 
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Soppeng, kemudian dikaitkan dengan 
kenyataan yang terjadi di lapangan dan menawarkan kemungkinan solusi 
yang dapat digunakan. 
Semua data yang telah diperoleh dari hasil penelitian, dianalisis 
secara kualitatif, selanjutnya disajikan secara deskriptif berdasarkan 
rumusanmasalah yang telah ada, dan akhirnya diambil sebuah 
kesimpulan. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Pelaksanaan Tugas Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga 
Kabupaten Soppeng Di Bidang Pendidikan Dasar 
Pendidikan merupakan faktor utama dalam pembentukkan pribadi 
manusia. Pendidikan sangat berperan dalam membentuk baik atau 
buruknya pribadi manusia menurut ukuran normatif. Menyadari akan hal 
tersebut, pemerintah sangat serius menangani bidang pendidikan, sebab 
dengan sistem pendidikan yang baik diharapkan muncul generasi penerus 
bangsa yang berkualitas dan mampu menyesuaikan diri untuk hidup 
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Reformasi pendidikan 
merupakan respon terhadap perkembangan tuntutan global sebagai suatu 
upaya untuk mengadaptasikan sistem pendidikan yang mampu 
mengembangkan sumber daya manusia untuk memenuhi tuntutan zaman 
yang sedang berkembang. Melalui reformasi pendidikan, pendidikan harus 
berwawasan masa depan yang memberikan jaminan bagi perwujudan 
hak-hak azasi manusia untuk mengembangkan seluruh potensi dan 
prestasinya secara optimal guna kesejahteraan hidup di masa depan. 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh 
pendidikan. Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara 
Indonesia dan oleh karena itu Negara Kesatuan Republik Indonesia 
berkewajiban menjamin setiap warga negara indonesia untuk memperoleh 
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layanan pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang 
dimilikinya tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, 
agaman dan gender. 
Dalam kerangka otonomi pemerintahan daerah, pemenuhan amanah 
konstitusi tersebut membutuhkan keterpaduan dan keselarasan kebijakan, 
program maupun kegiatan pembangunan pendidikan antara Pemerintah, 
Pemerintah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten.Pemerintah Kabupaten 
Soppeng melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas 
Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Soppeng memiliki tugas 
pokok melaksanakan urusan rumah tangga daerah dan tugas 
pembantuan yang diberikan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah 
Provinsi Sulawesi Selatan dibidang pendidikan, kepemudaan dan 
keolahragaan. Hal ini sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah 
Kabupaten Soppeng untuk mewujudkan masyarakat yang berkualitas. 
Oleh karena itu, pembangunan pendidikan maupun pembinaan 
kepemudaan dan keolahragaan di Kabupaten Soppeng harus terprogram 
dan terencana secara berkelanjutan terintegrasi dengan pembangunan 
dalam skala nasional. 
Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng No. 3 
Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas 
Daerahn Pemerintah Kabupaten Soppeng, Dinas Pendidikan, Pemuda 
dan Olahraga mempunyai tugas: 
Melaksanakan Sebagian kewenangan urusan Pemerintahan 
Daerah berdasaran asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di 
bidang pendidikan, pemuda dan olahraga yang menjadi tanggung 
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jawab dan kewenangannya berdasarkan Peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
 
Untuk penyelenggaraan tugas tersebut di atas, Dinas Pendidikan, 
Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: 
1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan, pemuda dan 
olahraga berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang 
berlaku; 
2. Penyelenggaran urusan pemerintahan dan pelayanan umum di 
bidang pendidikan, pemuda dan olahraga; 
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup 
tugas dan kewenangannya; 
4. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, 
keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan; 
5. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas; 
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H. Rusman selaku 
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Soppeng 
mengatakan bahwa: 
“ pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga terdapat beberapa 
bidang yang membantu Kepala Dinas dalam menjalankan tugas 
dan fungsinya, yaitu bidang pendidikan dasar, bidang pendidikan 
menengah dan kejuruan, bidang pendidikan luar sekolah dan 
bidang pemuda dan olahraga. Bidang-bidang tersebut memiliki 
tugas pokok dan fungsi yang berbeda-beda dimana tugas pokok 
dan fungsinya diatur dalam Peraturan Bupati Kab. Soppeng No. 
13/Per-Bup/IX/2008”. 
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Adapun tugas pokok Bidang Pendidikan Dasar berdasarkan 
Peraturan Bupati Kab. Soppeng No. 13/Per-Bup/IX/2008 tentang Tugas, 
Fungsi, dan Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pendidikan 
Pemuda dan Olahraga Kab. Soppeng yaitu merencanakan dan 
merumuskan operasional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah 
dalam rangka pelaksanaan tugas di bidang pendidikan dasar. 
Pada bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Pemuda dan 
Olahraga Kab. Soppeng terdapat 3 seksi yang membantu Kepala Bidang 
dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang pendidikan dasar, 
yaitu:64 
1. Seksi Manajemen Pendidikan Dasar 
Seksi manajemen Pendidikan Dasar mempunyai tugas 
mempersiapkan bahan penyusunan operasional, membina, 
mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang 
Manajemen Pendidikan.  
Ka Seksi Manajemen Pendidikan Dasar dalam menyelenggarakan 
tugasnya mempunyai fungsi :  
a) Penyusunan Program dan Kegiatan Seksi; 
b) Pelaksanaan Program dan Kegiatan Seksi; 
c) Pembinaan, Pengkoordinasian, Pengendalian, Pengawasan 
Program dan kegiatan pejabat non structural dalam lingkup seksi; 
d) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi rogram kegiatan Seksi;  
                                                             
64 Peraturan Bupati Kab. Soppeng No. 13/Per-Bup/IX/2008 tentang Tugas, Fungsi, dan 
Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. 
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e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 
tugas dan fungsinya.  
Rincian Tugas Kepala Seksi manajemen Pendidikan Dasar :  
a) Menyusun Rencana kerja sesuai tugas dan fungsinya sebagai 
pedoman pelaksanaan tugas; 
b) Melaksanakan rencana Kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya  
c) Mengumpulkan bahan dalam rangka pelaksanaan kebijakan 
manajemen pendidikan dasar;  
d) Memantau dan Mengevaluasi satuan pendidikan dasar; 
e) Menyusun dan menetapkan petunjuk pelaksanaan dan pengelolaan 
pendidikan dasar; 
f) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengelolaan 
pendidikan dasar; 
g) Memantau, mengendalikan dan menilai pelaksanaan PMB dan 
Manajemen Sekolah; 
h) Melaksanakan Sosialisasi dan elaksanaan standar nasional 
pendidikan di tingkat kabupaten, pengkoordinasian dan supervise 
pengembangan kurikulum satuan pendidikan dasar dan kerangka 
dasar dan struktur kurikulum pendidikan dasar; 
i) Melaksanakan motivasi pendidikan dasar dan pengembangan 
potensi murid pendidikan dasar, dan melakukan pembinaan wajib 
belajar pendidikan dasar; 
j) Mengusul bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan dasar, 
pembiayaan penjaminan mutu satuan pendidikan dasar; 
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k) Melakukan Monitoring dan Evaluasi program dan kegiatan serta 
membuat laporan hasil pelaksanaan tugas; 
l) Menilai prestasi kerja staf dalam rangka pembinaan dan 
pengembangan karier serta melaksanakan tugas lain yang 
diberikan oleh atasan. 
2. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan 
Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan mempunyai tugas 
mempersiapkan bahan penyusunan operasional, membina, 
mengkoordinasikan, dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang 
pendidik dan tenaga kependidikan. 
Ka Seksi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Dasar dalam 
menyelenggarakan tugasnya mempunyai fungsi :  
a) Penyusunan Program dan Kegiatan Seksi; 
b) Pelaksanaan Program dan Kegiatan Seksi; 
c) Pembinaan, Pengkoordinasian , Pengendalian, Pengawasan 
Program dan kegiatan pejabat non structural dalam lingkup seksi; 
d) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi rogram kegiatan Seksi;  
e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 
tugas dan fungsinya.  
Rincian Tugas Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan 
Dasar: 
a) Menyusun Rencana kerja sesuai tugas dan fungsinya sebagai 
pedoman pelaksanaan tugas;  
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b) Melaksanakan rencana Kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya;  
c) Mengumpulkan bahan dalam rangka pelaksanaan kebijakan 
manajemen pendidikan dasar;  
d) Memantau dan Mengevaluasi satuan pendidikan dasar;  
e) Menyusun dan menetapkan petunjuk pelaksanaan dan pengelolaan 
pendidikan dasar; 
f) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengelolaan 
pendidikan dasar; 
g) Memantau, mengendalikan dan menilai pelaksanaan PMB dan 
Manajemen Sekolah; 
h) Melaksanakan Sosialisasi dan pelaksanaan standar nasional 
pendidikan di tingkat kabupaten, pengkoordinasian dan supervise 
pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan dasar dan 
kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan dasar;  
i) Melaksanakan motivasi pendidikan dasar dan pengembangan 
potensi murid pendidikan dasar, dan melakukan pembinaan wajib 
belajar pendidikan dasar; 
j) Mengusul bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan dasar, 
pembiayaan penjaminan mutu satuan pendidikan dasar;  
k) Melakukan Monitoring dan Evaluasi program dan kegiatan serta 
membuat laporan hasil pelaksanaan tugas;  
l) Menilai prestasi kerja staf dalam rangka pembinaan dan 
pengembangan karier serta melaksanakan tugas lain yang 
diberikan oleh atasan. 
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3. Seksi Sarana dan Prasarana 
Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugasmempersiapkan 
bahan penyusunan operasional, membina, mengkoordinasikan dan 
melaksanakan program dan kegiatan di bidang sarana dan prasarana.  
Seksi Sarana dan Prasarana dalam menyelenggarakan tugas 
mempunyai fungsi :  
a) Penyusunan program dan kegiatan seksi;  
b) Pelaksanaan program dan kegiatan seksi;  
c) Pembinaan,pengkordinasian, pengendalian, pengawasan program 
dan kegiatan dalam lingkup seksi;  
d) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kegiatan;  
e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 
tugas dan fungsinya. 
Seksi Sarana dan Pra Sarana mempunya Rincian tugas sebagai 
berikut : 
a) Menyusun rencana kerja sesuai tugas dan fungsinya sebagai 
pedoman pelaksanaan tugas;  
b) Melaksanakan rencana kerja sesuai tugas dan fungsinya; 
c) Mengumpulkan bahan dalam rangka pelaksanaan kebijakan sarana 
dan prasarana pendidikan dasar;  
d) Melakukan pengawasan terhadap pemenuhan standar 
nasional,sarana dan prasarana pendidikna sesuai dengan bidang 
tugasnya; 
76 
 
e) Melakukan pengawasan penggunaan buku pelajaran pendidikan 
dasar; 
f) Melakukan pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan 
prasarana pendidikan sesuai dengan bidang tugasnya;  
g) Mengecek penggunaan buku pelajaran pendidikan dasar  
h) Mengusulkan dan merekomendasikan pengadaan sarana dan 
prasarana bidang pendidikan Dasar;  
i) Melakukan koordinasi dengan unit satuan organisasi dalam 
meningkatkan sarana dan prasarana di bidang pendidikan;  
j) Melakukan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan serta 
menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;  
k) Menilai prestasi kerja staf dalam rangka pembinaan dan 
pengembangan karier;  
l) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H. Rusman selaku 
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Soppeng 
mengatakan bahwa: 
“untuk pelaksanaan tugas Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 
Kab. Soppeng, kami menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas 
yang berdasar pada isu-isu strategis dan hasil penyusunan 
kebijakan teknis bidang-bidang yang ada dalam dinas. Renstra 
inilah yang menjadi pedoman Dinas Pendidikan Pemuda dan 
Olahraga Kab. Soppeng dalam melaksanakan tugas dan 
menyelenggarakan program-program dan kegiatan-kegiatannya.” 
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Berdasarkan wawancara di atas, Dinas Pendidikan Pemuda dan 
Olahraga Kab. Soppeng menyusun Rencana Strategis Dinas Pendidikan 
Pemuda dan Olaraga ini merupakan serangkaian rencana tindakan dan 
kegiatan mendasar yang disusun untuk dijadikan sebagai acuan dalam 
pelaksanaan pembangunan pendidikan, pemuda dan olahraga dengan 
maksud agar manajemen dapat berjalan dengan tertib, efektif dan efesien 
untuk meningkatkan kinerja dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan 
fungsi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Soppeng. 
Rencana Strategis (Renstra) Pembangunan pendidikan, pemuda 
dan olahraga Kabupaten Soppeng merupakan penjabaran Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Soppeng. 
Sebagai dokumen lima tahunan, penyusunan Renstra harus mampu 
mengakomodir Renstra di bidang pendidikan, pemuda, dan olahraga 
secara nasional serta mampu melanjutkan hasil yang sudah dicapai dalam 
pembangunan, sehingga dapat sejalan dengan RPJMD Kab. Soppeng. 
Adapun  isu strategis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. 
Soppeng berdasarkan permasalahan, telaahan visi dan misi yang 
dijadikan fokus pembangunan pendidikan lima tahun yang akan datang 
adalah sebagai berikut:65 
1. Belum optimalnya penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini 
(PAUD) yang bermutu, merata, terjangkau, setara dan berkeadilan 
serta murah di setiap desa, karena masih banyak anak usia 0-6 
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tahun yang belum terlayani pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini 
yang sesuai dengan Bina Usia; 
2.  Penyelenggraan Pendidikan Dasar belum dapat diselenggarakan 
secara optimal karena belum ada kepastian dan jaminan bagi 
peserta didik dalam mengikuti pendidikan dasar sembilan tahun 
yang bermutu, merata, terjangkau, setara dan relevan; 
3. Kurangnya layanan penyelenggraan pendidikan menengah yang 
bermutu, merata, terjangkau, setara dan relevan serta berkeadilan 
di setiap kecamatan karena masih rendahnya jumlah penduduk 
yang terlayani pada jenjang pendidikan menengah; 
4. Kurangnya layanan penyelenggaraan pendidikan khusus dan 
pendidikan layanan khusus; 
5. Masih rendahnya lulusan peserta didik Sekolah Menengah Pertama 
untuk melanjutkan pendidikannya pada jenjang Sekolah Menengah 
Atas; 
6. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya 
penyelenggaraan pendidikan masyrakat yang berkelanjutan 
termasuk penyelenggaran pendidikan non formal yang setara, 
bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat yang dapat 
memberikan konstribusi terhadap peningkatan produktifitas sumber 
daya manusia yang terampil dan potensial yang dapat 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat; 
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7. Hasil belajar peserta didik dan presentase siswa lulus Ujian 
Nasional maupun rata-rata nilai Ujian Nasional masih di bawah 
rata-rata Provinsi /  Nasional; 
8. Masih rendahnya kualitas dan kesejahteraan pendidika dan tenaga 
kependidikan termasuk masih banyaknya pendidik dan tenaga 
kependidikan yang belum memenuhi standar kompetensi dan 
standar pelayanan minimal pendidikan serta prestasi pendidik dan 
tenaga kependidikan yang masih belum optimal; 
9. Belum terintegrasinya penyelenggaraan pendidikan kecakapan 
hidup yang mencakup kecakapan personal, sosial, dan akademik 
dalam meningkatkan sumber daya manusia yang cerdas, produktif, 
berkarakter dan berwawasan lingkungan serta memahami nilai-nilai 
luhur belum terselenggara secara optimal di seluruh jenjang 
pendidikan dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pendidikan 
dasar dan pendidikan menengah; 
10. Kurangnya Pembinaan dan pengkaderan pemuda dan olahraga 
yang mampu menciptakan pemuda dan olahraga yang kreatif, 
berdaya saing dan berprestasi; dan 
11. Penyelenggaraan sistem tata kelola, tata nilai sumber daya 
aparatur dan layanan birokrasi internal manajemen pendidikan 
yang belum optimal dalam melaksanakan Standar Pelayanan 
Minimal bidang pendidikan termasuk belum efektifnya pengawasan 
dalam pelaksanaan anggaran dan bantuan pendidikan. 
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Adapun identifikasi permasalahan layanan Pendidikan Dasar 
berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD Dinas Pendidikan 
Pemuda dan Olahraga Kab. Soppeng, sebagai berikut:66 
1. Angka Partisipasi Sekolah Dasar/sederajat dari tahun ke tahun 
mengalami penurunan, hal ini dsebabkan karena jumlah peserta 
didik  SD/sederajat menurut; 
2. Angka Partisipasi Sekolah Menengah Pertama/sederajat 
menurun setiap tahunnya; 
3. Penurunan jumlah siswa Sekolah Dasar, berdampak pada 
sekolah dasar yang digabung. Selama lima tahun terakhir 
sebanyak 9 Sekolah Dasar digabung dalam rangka efisiensi dan 
efektifitas; 
4. Masih terdapat 6% bangunan SD/SMP yang rusak berat/sedang; 
5. Masih terdapat guru SD dan SMP yang belum layak mengajar 
karena belum berkualifikasi kurang dari S1/D4; 
6. Masih terdapat siswa yang mengulang kelas dan putus sekolah 
pada jenjang pendidikan dasar; 
7. Masih banyak sekolah dasar yang belum memiliki perpustakaan; 
8. Masih terdapat SMP yang belum memiliki sarana pendukung 
lainnya seperti Laboratorium Komputer dan Laboratorium 
Bahasa; 
9. Kebijakan tidak ada pungutan sekolah pada jenjang pendidikan 
dasar menjadi tantngan bagi Pemerintah Daerah untuk 
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mendukung dan menjamin kepastian masyarakat mendapat 
pendidikan yang bebas pungutan dan berkualitas. 
Berdasarkan hasil wawancara dan data di atas,  untuk menyusun 
program-program kerja dan kegiatan-kegiatan pada bidang pendidikan 
dasar berpacu pada permasalahan-permasalahan yang terjadi di 
Kabupaten Soppeng terkait pendidikan dasar. Masih banyaknya 
permasalahan-permasalahan di bidang pendidikan dasar membuat Dinas 
Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Soppeng harus 
meningkatkan kinerja pelayanan di bidang pendidikan dasar agar 
terwujudnya pendidikan yang unggul, murah dan berkeadilan bagi semua 
warga sesuai dengan visi dan misi serta tugas pokok dan fungsinya. 
Pembangunan pendidikan di Kabupaten Soppeng didesain 
mengacu pada dan dalam rangka memenuhi harapan dan target yang 
ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan 
perundang-undangan yang dimaksud termasuk dokumen perencanaan 
terkait antara lain adalah RPJM Daerah Bupati/Wakil Bupati Soppeng 
terpilih, Renstra Departemen Pendidikan Nasional, dan Renstra Dinas 
Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan.  
Program-program pembangunan pendidikan di Kabupaten 
Soppeng yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Pendidikan 
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Soppeng diharapkan dapat terlaksana 
sesuai yang direncanakan dengan memaksimalkan pemanfaatan berbagai 
sumber dana yang ada, baik dana yang bersumber dari pemerintah pusat 
(APBN) maupun dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (APBD 
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Provinsi) serta berbagai dana yang bersumber dari pendapatan daerah 
yang terhimpun dalam APBD Kabupaten Soppeng. Semua itu 
dimaksudkan untuk dapat memberikan andil yang signifikan pada upaya 
pencapaian tujuan pendidikan nasional yang diamanatkan dalam Undang-
Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 
Adapun rencana program dan kegiatan Dinas Pendidikan Pemuda 
dan Olahraga Kabupaten Soppeng terkait pendidikan dasar yang tertuang 
dalam Rencana Strategis Dinas Tahun 2011-2015 adalah sebagai 
beikut:67 
1. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajar Dikdas) 9 Tahun 
Sasaran program adalah tertampungnya penduduk usia 7-12 tahun 
dan 13-15 tahun di tingkat SD/MI atau sederajat dan SMP/MTs atau 
sederajat sehingga memungkinkan meningkatnya APK SD/MI/Paket A dan 
SMP/MTs/Paket B. Untuk mencapai sasaran program tersebut, maka 
dirancang kegiatan sebagai berikut: 
a. Penambahan ruang kelas sekolah. 
b. Penambahan ruang guru sekolah. 
c. Pengadaan mebeler sekolah. 
d.  Pengadaan alat praktik dan peraga siswa. 
e.  Pembangunan Laboratorium dan Ruang Praktikum sekolah ( 
Bahasa, Komputer, IPA, IPS dll ) Rehabilitasi sedang/berat ruang 
kelas sekolah. 
f. Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah. 
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g. Pembangunan rumah dinas Kepala Sekolah, guru dan penjaga 
sekolah. 
h. Penyediaan Bantun Operasional Sekolah ( BOS ) jenjang 
SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta Pesantren salafiahdan satuan 
pendidikan non islam setara SD dan SMP. 
i. Pendidikan Gratis. 
j. Pelatihan kompetensi pendidik. 
k. Penyediaan buku pelajaran untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTs. 
l. Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan 
penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS di satuan pendidikan 
dasar). 
m. Pembinaan minat, bakat dan kretivitas siswa. 
n. Pelatihan penyusunan kurikulum. 
o. Pembinaan pendidikan berwawasan keunggulan. 
p. Penyelenggaraan Paket A setara SD. 
q. Penyelenggaraan Paket B setara SMP. 
r. Monitoring evaluasi dan pelaporan. 
2. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 
Sasaran program adalah meningkatnya kualitas pendidik dan 
tenaga kependidikan. Untuk mencapai sasaran program tersebut, maka 
dirancang kegiatan sebagai berikut: 
a. Pelaksanaan sertifikasi pendidik. 
b. Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. 
c. Pembinaan kelompok kerja guru. 
d. Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi. 
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e. Pengembangan Sistem Perencanaan dan pengendalian program 
profesi pendidik dan tenaga Kependidikan. 
f. Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan 
bagi pendidik dan tenaga kependidikan SD/SMP. 
g. Pembinaan kelompok kerja guru ( KKG ). 
3. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 
Sasaran program adalah terlibatnya secara optimal komite sekolah 
dan dewan pendidikan dalam proses perencanaan, pengawasan dan 
evaluasi program pendidikan. Untuk mencapai sasaran program tersebut, 
maka dirancang kegiatan sebagai berikut:  
a. Sosialisasi dan advokasi berbagai peraturan pemerintah di 
bidang pendidikan. 
b. Penyusunan profil pendidikan. 
c. Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang 
pendidikan. 
d. Penggandaan Naskah; Pendistribusian; Pencetakan LJK UNAS 
SLB;SMP/MTs;SMA/MA/SMK dan Pemanatauan UAN/UN 
SLB;SD/MI;SMP/MTs;SMA/MA/S. 
Adapun rencana program dan kegiatan serta indikator dan target 
kinerja Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga Kabupaten Soppeng terkait 
pendidikan dasar berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas tahun 
2016-2021 adalah sebagai berikut:68 
1. Program wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun 
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a. Pembangunan, pengadaan dan perbaikan sarana dan 
prasarana/infrastruktur pendidikan tingkat SD; 
b. Pembangunan, pengadaan dan perbaikan sarana dan 
prasarana/infrastruktur pendidikan tingkat SMP; 
c. Pembangunan, pengadaan dan perbaikan sarana dan 
prasarana/infrastruktur pendidikan tingkat SD dan SMP sekolah 
non negeri; 
d. Sosialisasi pelaksanaan Wajib Belajar Sembilan Tahun; 
e. Penyusunan Rancangan Perda Penyelenggaraan Pendidikan; 
f. Pembangunan, pengadaan dan perbaikan sarana dan 
prasarana/infrastruktur pendidikan (DAK); 
Indikator dan target kinerja program dan kegiatan di atas adalah 
sebagai berikut: 
a. Angka Pertisipasi Kasar SD/MI/Paket A; 
b. Angka Pertisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B; 
c. Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A; 
d. Angka Pertisipasi Murni SMP/MTs/Paket B; 
e. Angka Partisipasi Sekolah SD/MI; 
f. Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs. 
2. Program Layanan Pendidikan 
a. Pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi dan siswa kurang 
mampu; 
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b. Pemberian beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dan 
mahasiswa yang kurang mampu; 
c. Penyelenggaraan Ujian Nasional/Ujian Sekolah; 
d. Pelaksanaan Bimbingan Belajar; 
e. Pembinaan lembaga kursus dan pelatihan serta lembaga 
pendidikan masyarakat lainnya. 
Indikator dan target kinerja program dan kegiatan di atas adalah 
sebagai berikut: 
a. Angka melanjutkan (AM) SD sederajat ke SMP sederajat. 
b. Angka Melanjutkan (AM) SMP sederajat ke SMA/SMK 
sederajat. 
c. Jumlah siswa berprestasi dan siswa kurang mampu yang 
menerima beasiswa. 
d. Jumlah mahasiswa berprestasi dan mahasiwa kurang mampu 
yang menerima beasiswa. 
e. Jumlah siswa yang mendapatkan bimbingan belajar. 
3. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 
a. Pelaksanaan sertifikasi pendidik; 
b. Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan; 
c. Pelatihan kompetensi tenaga pendidik; 
d. Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi; 
e. Pembinaan dan pengembangan karir berkelanjutan; 
f. Lomba Olimpiade Nasional Guru; 
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g. Lomba OSN guru; 
h. Pelaksanaan uji kompetensi Calon Kepala Sekolah. 
Indikator dan target kinerja program dan kegiatan di atas adalah 
kualifikasi guru yang berpendidikan minimal S1/D4. 
4. Program Pembinaan dan Pengembangan Kesiswaan 
a. Pembinaan minat bakat dan kreatifitas siswa; 
b. Pelatihan kompetensi siswa berprestasi; 
c. Pembinaan siswa OSN; 
d. Lomba minat, bakat dan kreatifitas siswa. 
Indikator dan target kinerja program dan kegiatan di atas adalah 
jumlah siswa yang berprestasi pada lomba olimpiade. 
5. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 
a. Monitoring, evaluasi dan pelaporan; 
b. Monitoring dan evaluasi penyaluran Bantuan Operasional 
Siswa; 
c. Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah 
dengan penerapan Manajemen Berbasi Sekolah (MBS); 
d. Fasilitasi pelaksanaan Akreditasi Sekolah; 
e. Penyusunan profil pendidikan. 
Indikator dan target kinerja program dan kegiatan di atas adalah 
jumlah sekolah yang berakreditasi A. 
6. Program Pendidikan Gratis Pendidikan Dasar 
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a. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pendidikan gratis (APBD 
Kabupaten); 
b. Pendidikan Gratis Pendidikan Dasar (APBD Provinsi); 
c. Pendidikan Gratis Pendidikan Dasar (APBD Kabupaten). 
Indikator dan target kinerja program dan kegiatan di atas adalah 
Angka Putus Sekolah tingat SD sederajat dan Angka Putus Sekolah 
tingkat SMP sederajat. 
 Pemaparan program-program dan kegiatan-kegiatan di atas 
merupakan dasar pelaksanaan tugas Dinas Pendidikan, Pemuda dan 
Olahraga Kabupaten Soppeng yang berkaitan dengan pendidikan dasar. 
Program dan kegiatan inilah yang diharapkan mampu mengatasi 
permasalahan-permasalahan pada pelaksanaan tugas dinas di bidang 
pendidikan dasar. Suatu program maupun kegiatan Dinas Pendidikan, 
Pemuda dan Olahraga Kab. Soppeng memiliki indikator dan target kinerja 
agar ada yang bisa dijadikan tolak ukur untuk melihat keberhasilan atau 
seberapa efektifnya suatu program atau kegiatan yang telah dilaksanakan 
dalam memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada. 
Pencapaian hasil pembangunan pendidikan di kabupaten Soppeng 
sebagai bentuk kinerja pelayanan SKPD Dinas Pendidikan Pemuda dan 
Olahraga Kabupaten Soppeng 2011 sampai dengan tahun 2015 di bidang 
pendidikan dasar tergambar pada beberapa indikator agregat sebagai 
berikut:  
1. Aspek Peluasan Akses dan Keterjangkauan Pendidikan Dasar 
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Tabel 1 
Indikator Kinerja Perluasan Akses dan Keterjangkauan 
Pendidikan Dasar 
No Indikator Tahun (persen) 
2011 2012 2013 2014 2015 
1. Angka Partisipasi Kasar (APK) 
 - SD/Sederajat 103.79 103.99 100.44 97.98 93.91 
 - SMP/Sederajat 104.58 107.32 84.57 86.61 81.77 
2. Angka Partisipasi Murni (APM) 
 - SD/Sederajat 91.14 93.86 95.19 85.76 81.70 
 - SMP/Sederajat 85.25 78.00 67.62 63.03 57.90 
3. Angka Melanjutkan Sekolah 
 - SD ke SMP/MTs 106.90 94.20 100.12 96.05 100.58 
4. Angka Putus Sekolah (APS) 
 - SD/Sederajat 0.39 0.23 0.15 0.18 0.11 
 - SMP/Sederajat 1.64 1.41 0.56 0.58 0.73 
Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Soppeng Tahun 2016 
Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa Angka Partisipasi 
Kasar (APK) menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di 
suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling 
sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-
masing jenjang pendidikan. APK untuk tingkat SD/Mi dan SMP/MTs pada 
periode 2011 s/d 2015 mengalami penurunan. Pada tahun 2015 Angka 
Putus Sekolah (APS) pada tingkat SD/sederajat adalah yang paling 
rendah, sedangkan APS pada tingkat SMP/sederajat mengalami 
peningkatan mulai tahun 2013 sampai tahun 2015. 
Menurut Hj. Haryati Norma selaku Kepala Seksi Manajemen 
Pendidikan Dasar, mengatakan: 
“penurunan APK untuk tingkat SD dan SMP dipengaruhi oleh 
rendahnya angka kelahiran. Penurunan APK ini juga 
mempengaruhi APM masing-masing tingkat pendidikan dasar 
selain banyak anak yang berusia kurang dari 7 tahun dimasukkan 
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ke SD. Untuk APS tingkat SD mengalami penurunan, sedangkan 
APS tingkat SMP mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan 
karena siswa mengundurkan diri atau drop out. Adapun program 
yang kami lakukan untuk mengatasi masalah tersebut seperti 
pemberian beasiswa bagi siswa yang kurang mampu dan 
sosialisasi wajib belajar sembilan tahun”. 
Berdasarkan wawancara di atas, untuk meningkatkan partisipasi 
masyarakat dalam pembangunan pendidikan dasar dengan memasukkan 
anak mereka ketika sudah menginjak usia sekolah, Dinas Pendidikan, 
Pemuda dan Olahraga Kab. Soppeng melakukan program-program 
seperti pemberian beasiswa bagi siswa yang kurang mampu dan 
sosialisasi wajib belajar 9 tahun. Oleh karena itu, diharapkan ke depan 
diperlukan kebijakan untuk perluasan akses dan jaminan kepastian 
pendidikan dasar bagi seluruh masyarakat. 
 
2. Aspek Peningkatan Kualitas Peserta Didik Pendidikan Dasar 
Tabel 2 
Indikator Kinerja Kualitas Peserta Didik Pendidikan dasar 
No. Indikator 
Tahun (persen) 
2011 2012 2013 2014 2015 
1. Angka Lulusan 
SD/MI 
94.92 100.00 100.00 99.90 98.54 
2. Angka Lulusan 
SMP/MTs 
100.00 99.68 100.00 99.79 96.79 
Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Soppeng Tahun 2016 
Berdasarkan data di atas selama lima tahun terakhir, aspek 
peningkatan kualitas peserta didik dilihat dari angka lulusan rata-rata di 
setiap jenjang pendidikan mengalami perubahan yang fluktuatif. Pada 
jenjang SD/MI, prosentase lulusan masih mencapai angka sebesar 
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98,54%, hal ini disebabkan karena siswa peserta UN SD/MI 
mengundurkan diri (drop out). Pada jenjang SMP/MTs, jumlah kelulusan 
belum mencapai 100%, sama halnya jenjang SD/MI masih adanya siswa 
yang mengundurkan diri dengan alasan membantu orang tua bekerja.  
Menurut Hj. Haryati Norma selaku Kepala Seksi Manajemen 
Pendidikan Dasar, mengatakan: 
“terkait dengan siswa peserta UN SD/MI yang drop out dan 
mengundurkan diri umumnya disebabkan karena membantu orang 
tua bekerja atau sebab lain. Upaya sudah dilakukan oleh Dinas 
Pendidikan, Pemuda dan Olahraga  Kabupaten Soppeng antara 
lain melalui pendekatan persuasif agar siswa dapat kembali 
bersekolah, memberikan bantuan seragam sekolah, buku pelajaran 
maupun transport serta penyadaran kepada orang tua siswa, 
sehingga siswa tersebut dapat kembali bersekolah dan mengikuti 
ujian pada tahun berikutnya”. 
3. Aspek Peningkatan Manajemen Penyelenggaraan Pendidikan 
Dasar 
Tabel 3 
Rasio Ketersediaan Gedung Sekolah Terhadap Penduduk 
JENJANG PENDIDIKAN 
TAHUN 
2011 2012 2013 2014 2015 
SD/MI       
Jumlah Gedung Sekolah 276 276 275 277 272 
Jumlah Penduduk Usia 7-12 25.943 26.609 26.400 25.050 24.104 
Rasio Rasio Ketersediaan 
Sekolah 
106.39 103.72 104.17 110.58 112.84 
      
MTS/MTs      
Jumlah Gedung Sekolah 63 66 73 69 71 
Jumlah Penduduk Usia 13-15 11.449 11.284 14.705 14.052 14.160 
Rasio Ketersediaan Sekolah 55.03 58.49 49.64 49.1 50.14 
Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Soppeng Tahun 2016 
Rasio Ketersedian Sekolah adalah jumlah sekolah di tiap jenjang 
pendidikan per 10.000 jumlah usia pendidikan dasar. Rasio ini 
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mengindikasikan kemampuan seluruh sekolah yang ada di suatu daerah 
untuk menampung semua penduduk usia pendidikan berdasarkan jenjang 
pendidikan. Dengan demikian juga mencerminkan kemampuan daerah 
dalam menyelenggarakan layanan pendidikan. Hal ini dapat dibaca, makin 
tinggi nilai indicator ini, maka makin tinggi kemampuan suatu daerah 
dalam menyelenggarakan layanan pendidikan. 
Untuk tingkat SD/MI rasio ketersedian sekolah mengalami fluktuatif 
selama periode 2011 s/d 2015. Dan nilai tertinggi rasio ini adalah pada 
tahun 2015 yaitu sebesar 112,08 yang berarti jumlah sekolah pada 
jenjang pendidikan SD/MI per 10 penduduk sebesar 112 sekolah. 
Meningkatnya rasio ini pada tahun 2015 disebabkan oleh jumlah 
penduduk usia 7-12 tahun berkurang. Sementara itu, untuk rasio 
ketersediaan sekolah per 10.000 penduduk pada tingkat SMP/MTs 
selama periode 2011-2015 mengalami penurunan, dimana rasio terendah 
pada tahun 2014 sebesar 49,10. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah 
sekolah SMP/MTs pada tahun 2014 dalam 10.000 penduduk usia 13-15 
tahun adalah 49 sekolah.  
  Berdasarkan pemaparan di atas mengenai pencapaian hasil 
kinerja dari pelaksanaan tugas Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 
Kab. Soppeng di bidang pendidikan dasar dari tahu 2011-2015 maka 
dapat dicermati bahwa pelaksanaan tugas belum optimal, karena masih 
ada masalah-masalah yang belum dapat terselesaikan. Hal inilah yang 
menjadi tantangan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten 
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Soppeng dalam meningkatkan pelayanan dan pembangunan pendidikan 
di Kab. Soppeng ke depan sesuai dengan kewenangannya. 
B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Tugas Dinas 
Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Soppeng Di 
Bidang Pendidikan Dasar 
Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi 
jenjang pendidikan menengah. Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar 
(SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta 
sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs), atau 
bentuk lain yang sederajat.69 
Dinas pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Soppeng 
merupakan salah satu satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) yang 
bertanggungjawab dalam hal pengelolaan dan pembinaan pendidikan, 
kepemudaan dan olahraga dan mempunyai tugas melaksanakan 
sebagian kewenangan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan 
otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang pendidikan, pemuda dan 
olahraga. 
Pelaksanaan tugas di bidang pendidikan dasar di Kab. Soppeng 
merupakan kewenangan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. 
Soppeng, yakni terdapat Bidang Pendidikan Dasar yang memiliki tugas 
pokok merencanakan dan merumuskan operasional penyelenggaraan 
pemerintah daerah di bidang pendidikan dasar. 
                                                             
69 Pasal 17 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 
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Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas Dinas 
Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Soppeng di bidang 
pendidikan dasar berdasarkan hasil penelitian penulis adalah sebagai 
berikut: 
1. Faktor Pendukung 
a) Faktor Kebijakan 
Carl J Federick sebagaimana dikutip Leo Agustinon mendefinisikan 
kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan 
seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu 
dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan 
kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan 
tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.70 Pendapat ini juga 
menunjukan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki 
maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi 
kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukan apa yang 
sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa 
kegiatan pada suatu masalah. 
Menurut Bapak Drs. Umar selaku Bidang Pendidikan Dasar 
mengatakan bahwa: 
“untuk mengatasi persoalan atau permasalahan di bidang 
pendidikan dasar, kami dalam hal ini merumuskan suatu kebijakan 
yang dapat dikatakan sebagai program atau kegiatan yang 
diharapkan mampu mengatasi permasalahan tersebut. Sebagai 
contohnya, terdapat siswa yang kurang mampu untuk melanjutkan 
sekolahnya, kami fasilitasi mereka dengan pendidikan gratis, baju 
                                                             
70 Leo Agustino. 2008. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta. Hal. 7 
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seragam, maupun alat tulis menulis. Inilah merupakan suatu 
kebijakan kami dalam melaksanakan tugas kami dalam 
membangun pendidikan di daerah Kab. Soppeng ini”. 
 
Berdasarkan wawancara di atas, maka salah satu faktor pendukung 
pelaksanaan tugas Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. 
Soppeng adalah kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah dalam 
mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pembangunan 
pendidikan dasar. Kebijakan-kebijakan yang ini dapat dilihat pada 
penetapan Rencana Strategis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 
Kab. Soppeng dalam mengatasi permasalahan yang dijadikan isu 
strategis lalu dibuatlah suatu kebijakan yang diharapkan mampu 
mengatasi masalah di bidang pendidikan dasar. 
b) Faktor Koordinasi 
Koordinasi menurut Awaluddin Djamin dalam Hasibuan diartikan 
sebagai suatu usaha kerja sama antara badan, instansi, unit dalam 
pelaksanaan tugas-tugas tertentu, sehingga terdapat saling mengisi, 
saling membantu dan saling melengkapi. Dengan demikian koordinasi 
dapat diartikan sebagai suatu usaha yang mampu menyelaraskan 
pelaksanaan tugas maupun kegiatan dalam suatu organisasi. Koordinasi 
dan hubungan kerja adalah dua pengertian yang saling berhubungan 
karena koordinasi hanya dapat tercapai sebaik-baiknya dengan 
melakukan hubungan kerja yang efektif.71 Hubungan kerja adalah bentuk 
administrasi yang membantu tercapainya koordinasi. Oleh karena itu 
dikatakan bahwa hasil akhir daripada komunikasi (hubungan kerja) adalah 
                                                             
71 Malayu Hasibuan, 2011. Manajemen Sumber Daya Manusia. Bumi Aksara. Jakarta Hlm 86. 
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tercapainya koordinasi dengan cara yang berhasil guna dan berdaya guna 
(efektif dan efisien). Koordinasi dimaksudkan sebagai usaha menyatukan 
kegiatan-kegiatan dari satuan-satuan kerja (unit-unit) organisasi, sehingga 
organisasi bergerak sebagai kesatuan yang bulat guna melaksanakan 
seluruh tugas organisasi untuk mencapai tujuannya. 
 Menurut Bapak Herlan Kusnandar Kepala Seksi Sarana dan 
Prasarana Bidang Pendidikan Dasar mengatakan bahwa: 
“koordinasi dan hubungan kerja pada Dinas Pendidikan, Pemuda 
dan Olahraga bisa dikatakan baik. Dengan koordinasi yang baik 
maka terwujudlah hubungan kerja yang baik pula dan itu yang 
memudahkan kami dalam melaksanakan tugas dalam mencapai 
tujuan atau sasaran kerja di bidang pendidikan dasar. Seperti 
contohnya jika terjadi masalah di lapangan maka unit-unit 
pelaksana yang diberikan kewenangan untuk mengawasi langsung 
cepat melaporkan masalah yang terjadi ke dinas.” 
 
 Koordinasi merupakan faktor pendukung dalam pelaksanaan tugas 
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Soppeng dalam 
pembangunan pendidikan dasar di daerah. Karena berdasarkan 
wawancara di atas, koordinasi pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan 
Olahraga Kab. Soppeng sudah baik sehingga pelaksanaan tugas di 
bidang pendidikan dasar dapat berjalan dengan baik dalam mencapai 
keberhasilan pada tujuan dan sasaran yang telah ditentukan. 
2. Faktor Penghambat 
a. Faktor Sumber Daya Manusia 
Besar kecilnya kewenangan yang dimiliki oleh suatu daerah, selain 
berimplikasi pada besar kecilnya beban kerja yang harus diemban oleh 
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kelembagaan pemerintah daerah tersebut, juga berdampak pada besar 
kecilnya kebutuhan sumber daya manusia dan manajemennya. Oleh 
karenanya, untuk melakukan penataan kelembagaan daerah ketersediaan 
sumber daya manusia dan sistem manajemennya harus diperhatikan 
kaitannya dengan kesiapan daerah untuk melaksanakan berbagai 
kewenangan yang dimilikinya.  
Sumber daya manusia merupakan suatu ujung tombak dalam 
mensukseskan visi dan misi organisasi, sehingga pegawai diharapkan 
memiliki pengetahuan dan keterampilan, karena pengetahuan dan 
keterampilan merupakan determinan dari kemampuan yang hanya 
diperoleh melalui pendidikan formal dan non formal, sebab melalui 
pendidikan akan dapat membantu dan menambah pengetahuan untuk 
melaksanakan tugas dan fungsi yang diemban bagi setiap manusia 
khususnya guru dan pegawai dilingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda 
dan Olahraga Kab. Soppeng, disamping itu kemampuan pegawai 
dimaksudkan sebagai kesanggupan pegawai untuk melaksanakan 
pekerjaanya. Kemampuan ini mengandung berbagai unsur seperti 
keterampilan dan intelektual bahkan sampai kepada sifat pribadi yang 
dimiliki, unsur-unsur ini juga mencerminkan pendidikan, pelatihan dan 
pengalaman yang dituntut sesuai perincian kerja. Kemampuan 
sesunguhnya merupakan suatu unsur pelaksanaan kerja yang 
memungkinkan para pegawai untuk bekerja dengan cara tertentu. 
Berikut adalah tabel sumber daya aparatur Dinas Pendidikan, 
Pemuda dan Olahraga Kab. Soppeng berdasarkan pendidikan. 
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Tabel 4 
Jumlah Aparatur Berdasarkan Pendidikan 
No. Pendidikan Jumlah % 
1 SD/Sederajat 11 0.30% 
2 SMP/Sederajat 21 0.57% 
3 SMA/Sederajat 152 4.09% 
4 D1-D3 275 7.40% 
5 S1/Sederajat 2850 76.72% 
6 S2 405 10.90% 
7 S3 1 0.03% 
JUMLAH 3715 100% 
Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Soppeng Tahun 2016 
Berdasarkan data di atas, pendidikan pegawai atau aparatur pada 
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Soppeng lebih dominan 
S1/sederajat yakni sebanyak 2850 atau 76,72% dari jumlah aparatur 
3.715 orang. Akan tetapi masih ada aparatur yang berpendidikan 
SMA/sederajat atau di bawahnya. 
Guru juga merupakan pegawai atau aparatur pada Dinas 
Pendidikan, Pemuda dan olahrga kabupaten soppeng. Dimana kedudukan 
guru sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, 
pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur 
pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.72 Jumlah guru pada tingkat pendidikan dasar di Kabupaten 
Soppeng menurut data pokok SD/MI dan SMP/MTs menurut kualifikasinya 
pada tahun 2015 dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 
 
 
 
                                                             
72 Lihat Pasal 2 Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 
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Tabel 5 
Jumlah Guru Tingkat Pendidikan Dasar 
No. Jenjang Pendidikan S1/D4 Dibawah S1/D4 Jumlah Guru 
1. SD/MI 2.225 613 2.841 
2. SMP/MTs 1.243 93 1.336 
Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Soppeng Tahun 2016 
Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa terdapat guru yang 
kualifikasinya di bawah S1/sederajat yakni jenjang pendidikan SD/MI 
sebanyak 613 orang dan jenjang pendidikan SMP/MTs sebanyak 93 
orang. Jika ditinjau dari sisi yuridisnya, guru wajib memiliki kualifikasi 
akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta 
memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.73 
Kualifikasi akademik yang dimaksud di atas diperoleh melalui pendidikan 
tinggi program sarjana atau program diploma empat. 
Menurut Bapak Muhammad Khalik selaku Kepala Seksi Pendidik 
dan Tenaga Kependidikan mengatakan bahwa: 
“memang masih terdapat aparatur dinas bahkan guru yang 
mengajar di tingkat pendidikan dasar yang masih berkualifikasi 
dibawah S1/sederajat, hal ini berpengaruh pada kinerja dinas yang 
tupoksi untuk membangun pendidikan daerah Soppeng. Akan 
tetapi kami di dinas mempunyai program untuk permasalahan 
seperti ini. Program penyediaan yang nyata kepada guru untuk 
meningkatkan kompetensi dan kualifikasi akademiknya demi 
pembangunan pendidikan daerah”. 
Faktor sumber daya manusia memang merupakan hal penting 
dalam pelaksanaan tugas Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. 
                                                             
73 Lihat Pasal 8 Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 
100 
 
Soppeng. Dimana pegawai atau aparatur harus memiliki kompetensi 
maupun kualifikasi serta pengalaman yang baik dalam bekerja. Masalah 
sumber daya manusi pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. 
Soppeng dapat diminimalisir dengan program-program dukungan yang 
nyata kepada pegawai atau aparatur atau pendidik dan tenaga 
kependidikan untuk meningkatkan kompetensi, kualifikasi dan 
kesejahteraannya.   
b. Faktor Sarana dan Prasarana 
Sarana dan prasarana adalah merupakan unsur yang sangat 
menunjang dalam melaksanakan kegiatan, untuk mengaplikasikan tugas 
pokok dan fungsi di setiap instansi baik pemerintah maupun swasta. 
Sarana dan prasarana diperlukan untuk memudahkan suksesnya program 
yang sudah direncanakan sebelumya. Dan untuk membantu memudahkan 
pelaksanaan kegiatan, termasuk pelaksanaan pemberian pelayanan pada 
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Soppeng yang mempunyai 
kendala dan persoalan sarana dan prasarana tersebut. 
Menurut Bapak Herlan Kusnandar Kepala Seksi Sarana dan 
Prasarana Bidang Pendidikan Dasar mengatakan bahwa: 
“terkait masalah sarana dan prasarana pada jenjang pendidikan 
dasar, masih terdapat bangunan SD/SMP yang rusak berat 
maupun sedang, masih terdapat SD yang belum memiliki 
perpustakaan dan masih terdapat SMP yang belum memiliki sarana 
pendukung aktifitas belajar seperti laboratorium bahasa dan 
laboratorium komputer.” 
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Bapak Muh. Haedar selaku guru SDN 64 Medde mengatakan 
bahwa: 
“sarana dan prasarana di tempat saya mengajar ini masih kurang 
memadai, karena kondisi bangunan dan ruang belajar mengajar 
yang rusak, dan juga perpustakaan buku yang kurang lengkap. Hal 
ini menghambat aktifitas belajar siswa saya, dan harapan saya 
semoga pemerintah daerah bisa menyelesaikan masalah di 
sekolah saya ini.” 
Berdasarkan hasil wawancara di atas, kendala dalam 
pembangunan pendidikan di daerah Soppeng oleh Dinas Pendidikan, 
Pemuda dan Olahraga terkait sarana dan prasarana adalah masih 
terdapat sekolah pada jenjang pendidikan dasar yang belum memiliki 
sarana pendukung belajar siswa dan terdapat bangunan sekolah yang 
rusak. Hal ini menjadi hambatan dalam meningkatkan pelayanan 
pendidikan di daerah Kab. Soppeng. 
c. Faktor Anggaran 
Anggaran merupakan alat bantu bagi manajemen dalam 
pelaksanaan fungsinya dan merupakan pedoman dalam usaha bagi 
pencapaian tujuab di masa akan datang, sebagai rencana dan sasaran 
tertentu, anggaran membandingkan hasil yang dicapai dengan rencana 
yang merupakan dasar pengendalian dan pengkordinasian kegiatan dari 
seluruh bagian-bagian yang ada dalam suatu pemerintahan. Dengan 
adanya suatu rencana maka seluruh kegiatan yang ada saling menunjang 
dan secara bersama menuju sasaran yang telah ditetapkan. 
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Dapat disimpulkan bahwa anggaran adalah suatu rencana yang 
terinci dan sistematis yang meliputi seluruh kegiatan dalam instansi 
pemerintahan yang dinyatakan dalam satuan monoter dan rencana masa 
depan untuk jangka waktu tertentu dan disusun secara formal, artinya 
bahwa anggaran tersebut disusun dengan sengaja dan bersungguh-
sungguh dalam bentuk tertulis. 
Menurut Bapak Drs. Umar selaku Kepala Bidang Pendidikan Dasar 
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Soppeng mengatakan 
bahwa: 
“faktor penghambat dalam pelaksanaan tugas Dinas Pendidikan, 
Pemuda dan Olahraga dalam pembangunan pendidikan di bidang 
pendidikan dasar adalah faktor anggaran atau keuangan. 
Permasalahan-permasalahan yang ada pada bidang pendidikan 
dasar sangatlah banyak, dan program-program maupun kegiatan-
kegiatan yang kami lakukan untuk mengatasi masalah-masalah 
tersebut memerlukan biaya yang tidak sedikit. Seperti pelaksanaan 
pendidikan gratis untuk pendidikan dasar, pembangunan sarana 
dan prasarana dan peningkatan kompetensi untuk pendidik kami 
masih tergantung pada APBD Provinsi karena APBD Kabupaten 
Soppeng belum mampu untuk mengcover semua program dan 
kegiatan yang akan kami laksanakan.” 
 
Berdasarkan wawancara dengan Bapak Drs. Umar, faktor 
keuangan atau anggaran merupakan salah satu faktor penghambat dalam 
pelaksanaan tugas Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. 
Soppeng. Karena dalam melaksanakan program dan kegiatan kerja 
memerlukan biaya yang tidak sedikit sehingga APBD Kab. Soppeng 
belum cukup untuk menutupi pelaksanaan semua program dan kegiatan 
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di bidang pendidikan dasar dan masih mengaharapkan bantuan anggaran 
dari APBD Provinsi Sulawesi Selatan. 
d. Faktor Kesadaran Masyarakat 
Masyarakat adalah sejumlah manusia yang merupakan satu 
kesatuan golongan yang berhubungan tetap dan mempunyai kepentingan 
yang sama. Kesadaran masyarakat lahir dari masyarakatnya itu sendiri 
yang lahir dari kebiasaaan dalam masyarakat, dipengaruhi oleh 
lingkungan, peraturan-peraturan dan peranan pemerintahnya. Kesadaran 
masyarakat yang dimaksud disini adalah kesadaran masyarakat akan 
pentingnya pendidikan. 
Menurut Ibu Hj. Haryati Norma selaku Kepala Seksi Manajemen 
Pendidikan Dasar mengatakan bahwa: 
“banyak masyarakat khususnya di desa-desa yang belum 
menyadari bahwa pentingnya pendidikan, hal ini sangat 
mengkhawatirkan sebab dapat dilihat pada banyak orang tua yang 
membiarkan anaknya putus sekolah khususnya pada tingkat SMP 
karena ingin membantu orang tuanya bekerja. Padahal kami sudah 
memiliki program pendidikan gratis untuk pendidikan dasar, namun 
masih ada siswa pendidikan dasar yang putus sekolah”. 
 
Menurut Rosmina selaku orang tua siswa putus sekolah 
mengatakan bahwa: 
“saya sebenarnya tidak menyuruh anak saya berhenti sekolah, 
akan tetapi saya juga tidak mempunyai biaya untuk 
menyekolahkannya, karena ongkos sekolah mahal, mana bukunya, 
seragamnya, dan keperluan lainnya. Anak saya juga senang bisa 
membantu orang tuanya untuk bekerja”.  
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Berdasarkan wawancara di atas, kesadaran masyarakat memang 
sangat mempengaruhi pelaksanaan tugas Dinas Pendidikan, Pemuda dan 
Olahraga dalam pembangunan pendidikan. Masih terdapat masyarakat 
khususnya orang tua yang membiarkan anaknya tidak melanjutkan 
pendidikannya karena alasan biaya dan membantu orang tua dalam 
bekerja. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga memiliki program 
pendidikan gratis untuk pendidikan dasar dan beasiswa bagi siswa yang 
kurang mampu, akan tetapi jika kesadaran dari masyarakatnya sendiri 
yang tidak ada, maka tujuan untuk membangun pendidikan di daerah Kab. 
Soppeng terhambat pula. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan pada bab 
sebelumnya mengenai pelaksanaan tugas Dinas Pendidikan, Pemuda dan 
Olahraga Kabupaten Soppeng di bidang pendidikan dasar, maka penulis 
menarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Pelaksanaan tugas Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 
Kabupaten Soppeng di bidang pendidikan dasar belum optimal, 
karena masih terdapat masalah yang belum bisa diselesaikan. 
Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Pendidikan, Pemuda dan 
Olahraga membuat Rencana Strategis yang berisi tentang program 
kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Adapun program dan 
kegiatan di bidang pendidikan dasar yang telah dilaksanakan 
seperti rehabilitasi sekolah-sekolah, sosialisasi wajib belajar 
sembilan tahun, pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi dan 
kurang mampu dan lomba minat bakat dan kreatifitas siswa.  
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas Dinas 
Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Soppeng di bidang 
pendidikan dasar terbagi atas faktor pendukung dan faktor 
penghambat. Adapun faktor pendukungnya adalah kebijakan dan 
koordinasi.sedangkan faktor penghambatnya antara lain adalah 
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sumber daya manusia, sarana dan prasarana, faktor anggaran 
(keuangan), dan faktor kesadaran masyarakat. 
B. Saran 
Adapun saran penulis berdasarkan kesimpulan di atas adalah, 
sebagai berikut: 
1. Diharapkan Pemerintah Daerah Kab. Soppeng dalam hal ini Dinas 
Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Soppeng dapat bekerja 
semaksimal mungkin dalam melaksanakan tugasnya agar dapat 
meminimalisir masalah-masalah pendidikan yang ada di Kab. 
Soppeng dengan membuat program dan kegiatan yang bisa 
meningkatkan pembangunan pembangunan daerah. 
2. Diharapkan masyarakat Kab. Soppeng ikut berperan dalam 
pembangunan pendidikan daerah dengan memasukkan anaknya 
ke sekolah ketika sudah menginjak usia sekolah agar tidak ada lagi 
anak yang tidak sekolah atau putus sekolah sehingga calon-calon 
generasi penerus bangsa mempunyai kualitas yang baik. 
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